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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-7.AH.11.03 TAHUN 2024
TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Menimbang

Mengingat

PARTAI AMANAT NASIONAL

MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS|I MANUSIA,

a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima surat

permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor
PAN/B/KU-S8J/221/1X/2024, tanggal 11 September 2024, perihal
Permohonan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
PAN Periode 2024-2029 Hasil Kongres ke-6 PAN di Jakarta;

. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap berkas permohonan
sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal
13, dan Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum,
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta
Perubahan Kepengurusan Partai Politik;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b tersebut di atas, perlu dibuat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran

Negara Republik iIndonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68
Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomear 106);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan
Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 25);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor S00);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA PARTAI AMANAT NASIONAL.

Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Partai Amanat Nasional, dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Warung
Buncit Raya No.1A RT/RW 001/005 Kelurahan Kalibata, Kecamatan
Pancoran, Jakarta Selatan 12740, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor
04, Tanggal 12 September 2024 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres VI di Jakarta,
yang dibuat dihadapan Aslina Perangin-Angin, S.H., M.Kn, Notaris
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor M.HH-07 AH.11.01 Tahun 2020, tanggal 28 Februari
2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Partai Amanat Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



KEEMPAT . Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024
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PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI AMANAT NASIONAL
HASIL KONGRES VI DI JAKARTA

L Nomar ;: 04

-Pada hart ini, Kamis, tanggal 12-09-2024 (duabelas September duariby - -
duapuluh empat), jam 15.00 WIB {limabelas tepat Wakty Indonesia bagian Barat). -
Berhadapan dengan saya, Nyonya ASLINA PERANGIN-ANGIN, Sarjana --------
Hukum, Magister Kenotariatan, Notars di Jakarta, dengan dikadiri aleh -——--- -
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta Ini ; —
Tuan SLAMET NUR ACHMAD EFFENDY, lahir di Yoagyakarta, pada tanggal--—
27-03-1988 (duapuluh tujuh Maret seribu sembllanratus delapanpuluh sembilan),
Karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, -——-
Ulijami, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 003, kelurahan Ulujami, kecamatar

Pesanggrahan, kota administrasi Jakarta Selatan pamegang Kartu Tanda -

Penduduk nomer : 3174010506600008; -

-Menurut keterangannya dalam hal inl bertindak berdasarkan Surat kuasa yang--
dibuat dibawah tangan bermeteral cukup tertanggal 26-08-2024 (duapuluh enam
Agustus duaribu duapuluh empat), yang mana asli suratnya dilekatkan pada-——
minutad akta Ini, sehingga dengan demiklan penghadap sah bertindak dan atas—
nama KETUA UMUM Dewan Pimpinan Pusat Partai Arnanat Nasional Terpilif ~----
periode 2024 (duaribu duapuluh empat) sampal dengan 2029 (duaribu duapuluh

sembilan), yaitu : tuan ZULKIFLY HASAN, lahir di jakarta, pada @nggal—
17-05-1962 (tujuhbelas Me seribu sembllanratus enampuluh dua), -—-—--
Anggota Kabinet Kementrian, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Jakarta, Cipinang Indah blok H nomor 1, Rukun Tetangga 006, Rukun--
Warga 016, Kelurahan Clpinang Muara, Keamatan Jatinegara, Kota -———

Administrasi Jakarta Timur Pemegang Kartu Tanda Penduduk ——-—------

‘\\___“-‘
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" Fr;:r;u.r : 31750317058620005 e e

. -Para Penghadap saya, Notaris kenal;-———- :

-Selanjutnya penghadap menerangkan kepada saya Notaris: —- -
-Bahwa telah dibuat akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres VI di=—-——
Jakarta, tertanggal 23-08-2024 (duapuluh tiga Agustus duaribu duapulub —-
empat), Nomor : 08, yang dibuat dihadapan saya Notaris di Jakarta, -——-—-
- Bahwa Kongres diadakan pada tanggal 23-08-2024 (duapuluh tiga Agustus

duaribu duapuluh empat) sampai dengan tanggal 24-08-2024 (duapuluh -

empat duaribu duapuluh empat) bertempat di Grand Ballroom Hotel

Kempinski, jalan M.H Thamrin nomor 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan —

Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa berdasarkan kuasa tersebut diatas penghadap bermaksud ingin -——--
Menyusun Kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar
Rumah Tangga hasil Kongres Ke VI Partal Amanat Nasional, yang--—-—-—-—-
Pendiriannya termuat dalam Akta tertanggal 11-11-1993 (sebelas Novembe
seribu smbilanratus sembilanpuluh delapan) Nomor 24, dan diubah dengan
akta tertanggal 04-02-1999 (empat Februari seribu sembilanratus ~—-—--
sembilanpuluh sembilan) Nomor 7, keduanya dibuat dihadapan -————-
CHUFRAN HAMAL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat
keputusan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -—--—---
Indonesia tertanggal 27-08-2003 (duapuluh tujuh Agustus duaribu tiga)-—

Normor : M-20.UM.06.08.tahun 2003 dan diubah dengan akta

tertanggal 12-02-2020 (duabelas Februari duaribu duapuluh), nomor 08,—
yang dibuat dihadapan ASBAR IMRAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ——

Kendari dan terakhir diubah dengan akta tertanggal 23-08-2024 (duapuluh

— o

—



—F"-’..-F-

[ tiga Agustus duaribu duapuluh empat), Nemor : 08, yang dibuat dihadapan

sayd Notaris di Jakarta. - -e- -e-
Sehingga dengan demikian berdasarkan ketetapan Kongres VI Partal————
Amanat Nasional (PAN) tersebut diatas, tentang Anggaran Dasar dan ~—---

Anggargan Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga ——--—

selanjutnya tertulis dan berbunyl sebagai berikut : -

Frremacsay ANGGARAN DASAR PARTA AMANAT NASIONAL =

- KONGRES VT DI JAKARTA =
- Alas dasar tanggung jawab dihadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa yang —
Sudah menurunkan amanat kepada umat manusia untuk menegakkan--—--
kebalkan dan mencegah kemungkaran, maka terangkumiah segenap cita, -

rasd, cipta dan karsa untuk melangkahkan kaki mewwujudkan nilai-nilai mulia

amanat llahi yang Maha Suci.

= Nilgi-nilai mulia Itu menjadi landasan moral dalam mengangkat harkat ——
kemanusiaan sehingga dapat mewujudkan tatanan yang berkeadilan dalam
memakmurkan alam semesta, Wujud harkat kemanusiaan itu lahir dalam -
bentuk peradaban yang tinggi. Namun sefarah telah mencatat adanya--——
penyimpangan ketika peradaban dilihat hanya dari sudut materil, yang -—--
walaupun telah mendorong kemajuan untuk mencapai tingkat hidup —-----

masyarakat yang sejahtera akan tetapi juga melahirkan ketimpangan moral

di mana kesejahteraan sebagian kecll masyarakat diperoleh dari

pengorbanan sebagian masyarakat lainnya.—

= Oleh karena itu penyalahgunadan kekuasaan yang menindas dan —-
membelenggu nilai-nilai kebenaran dan keadilan, yang telah melahirkan-—-

sistem yang dikendalikan oleh semangat keserakahan, kediktatoran, dan—

kezaliman mesti segera diakhiri dengan memulai membangun dan—-————-

HN""‘\ e [



i
menefapkan sisteém yang berlandaskan pada nilai-nilzi kejujuran, ------------

ketarbukaan, kehormatan, serta semangat pengorbanarn, —-———-———-—-

- Sebagai wujud kesadaran atas pertanggungjawaban sejarah dan -
kemanusiaan, maka dikembangkanlah upaya untuk mewujudkan tatanan --
hidup yang tentram, aman, adil, serta sefahtera lahir dan batin di mana —
tercipta keserasian antara kehidupan pribadi dan masyarakat, jasmani dan
rohani, spiritual dan material, kebebasan dan ketertiban, sehingga tercapal

tatanan baru Masyarakat Madani yang dilandasi moral agama yang--—-—-—--

bersumber dan imam dan Ekwa. -

- Dengan menyebut nama Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka segenap ---—--
kekuatan yang terus menerus berjuang dalam. meletakkan dasar —---——---
pembaharuan tata kehidupan bangsa yang |ebih balk bagi seluruh anggota
masyarakat politik PARTAI AMANAT NASIONAL yang memperjuangkan —--

kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial, ——-----—-----

- Atas petunjuk Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan melalui upaya-upaya yang
terancana, tertata dan berkelanjutan, maka disusuniah Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga PARTAT AMANAT NASIONAL sebagai berikut :—

= BAB 1

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

——Pasal 1 s

l. Partal inl bermama Partai Amanat Nasional, disingkat PAN .

2. Partal Amanat Nasional dibentuk, didirikan, dan didekiarasikan pada hari-—-

Ahad/Minggu tanggal 23-08-1998 (duapuluh tiga Agustus seribu

sembilanratus sembilanpuluh delapan) di Jakarta:

| 3. Dewan Pimpinan Pusat Partal Amanat Nasional berkedudukan di Ibukota -

‘ Negara Republik Indonesia. S

'-.___\___ 'q-

—_—



----- BAB [1----

--DASAR, ASAS, SIFAT,DAN IDENTITAS -

e - Pasal 2 =

Dasar dan Asas--

1. Partai Amanat Nasional berdasarkan Pancasila: RN

2. Partai Amanal Nasional berasaskan akhlak politik berlandaskan agama-—-

yang membawa rahmat bagi sekallan alam. —

Pasal 3 , —

Partal Amanat Nasional bersifat terbuka dan mandiri. -

— Pasal 4---- - e

Identitas -

Partai Amanat Nasional menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusizan -

dan kemajemukan. - .

- - BAB 11T —

—==———TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH PERJUANGAN

- Pasal 5

: Tujuan

Paral Amanat Nasional bertujuan mewujudkan Indonesla Baru yang —
menjunjung tinggl dan menegakkan nilai-nllal Iman dan takwa, kedaulatan --

rakyat, keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, -—

--- - Pasal 6 -

Fungsi —-

L. Menjadi pemersatu bagi Negara Kesatlan Republik Indonesia (NKRI): ==

2. Menjadi alat perjuangan untuk menegakkan kedaulatan Rakyat: ------ —

3. Menyerap, merumuskan, dan memperjuangkan aspiras] kepentingan rakyal
‘—-——._______-_-‘-_-\

-



!’m;ﬁdi kebijakan Negara;-—-—- e -

[ 4, Melakukan pendidikan palitik kepada rakyat agar memiliki kesadaran akan

' hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan --

J bernegars; -— el
|

| 5. Melakukan rekrutmen politik melalui mekanisme demokrasi berdasarkan —
|

| kesetaraan dan keadilan gender, dan; —=-—s—e—ee e

| 6. Melakuken komunikasi Politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan -—---

| barpolitik, serta membangkitkan partisipast politik warga negara. ««-=-ss=- -

wies —-Pasal 7

Arah Perjuangan ——————————-

Untuk mencapal tujuan, Partai Amanat Nasional memperjuangkan ; --—--—-——

1. Mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang----

‘ berdaulat penuh dj darat, laut, dan udara;
‘ 4. Terwujudnya Masyarakat Madani yang mengamalkan ajaran agama dan —

nilai-nitai luhur budaya bangsa dengan mengambangkan semangat saling

menghormati dan bekerja sama;
] 3, Terwujugnya amanah kekuasaan pemerintahan secara konstitusional -——

melalul pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan-—

rahasia; - e

‘ 4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, sehat, kuat, dan berwibawa, -—-

bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN):

‘ 5. Terciptanya sistem perekanomian Pancasila sesuai pasal 33 UUD 1945 —-

i o e

‘ 6. Terwujudnya kedaulatan pangan dan energl; —

/. Penegakkan hukum yang adil tanpa diskriminasi melalul aparat dan—-—-

| institusi hukum yang bersih, mandirl, dan professional:

B



P

' 8. Menciptakan kebebasan pers yang bertanggungjawab yang dilandas! oleh

hukum dan etika moral sehingga masyarakat memperoleh informasi yang

penar, obyektif, dan transparan;

| 9. Peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan —-

teknaologi untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang

beriman dan bertakwa, berintegritas, berkarakter, dan memiliki fiwa --—-

nasionalisme Indonesia;
‘ 10. Tertiptanya tatanan kehidupan sosial yang mengembargkan daya cipta,

rasa, dan karsa yang unggul serta mengedepankan kearifan lokal sebagai

| kekayaan budaya nasional: dan

11. Terpenuhinya perlindungan dan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat—

Indonesia.
BAB 1V
LAMBANG DAN LAGU -
Pasal 8
Lambang
1. Lambang Partai Amanat Nasional adalah mataharl putih dengan 32 (tiga —

| puluh dua) pancaran sinar cerah yang dilatarbelakangl bujur sangkar——-

| warma biru dengan tulisan PAN di bawahnya;

| 2. Penjelasan mengenai lambang Partal Amanat Nasional sebagaimana-——

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah

Tangaga.

-------- Pasal 9

Lagu --

L. Lagu Partai Amanat Nasional terdiri atas Mars dan Himne yang ditetapkan

| oleh Kongres; ST =
.

=



2. Penjelasan tentang Mars dan Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.—-

—--——-KADER, ANGGOTA, ANGGOTA ISTIMEWA DAN STMPATTSAN —remmeee

Pasal 10 S

———-—Kader, Anggota, Angaota Istimewa dan Simpatisan

. Kader Partal Amanat Nasionz| adalah anggota Partal Amanat Nasional yang

telah mengikuti perkaderan Partal dan mempunyai Karlu Anggota; —--—

N ———

. Anggota Partal Amanat Nasional adalah Warga Negara Indonesia yarnig -—

memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan dan tercatat —

|
/ sebagai anggota Partal Amanat Nasional;
r 3. Anggota Istimewa Partal adalah Warga Negara Indonesia vang berjasa lua

biasa kepada Partai dan pandangan serta sikap hidupnya tidak

bertentangan dengan Asas, Indentitas, dan Tujuan Partai.
1 4. Simpatisan Partal Amanat Nasional adalah orang yang mendukung tujuan

dan perjuangan Partai, tetapi belum dan atau tidak tercatat sebagal —-—

anggota Partai Amanat Nasional;
J 5. Ketentuan tentang kader, anggota, anggota istimewa dan simpatisan-----

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)-—-

digtur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;—-- -

BAB VI

~——-—-——-ETIKA POLITIK, PENGHARGAAN, LARANGAN, SANKSI, ———-——

DAN REHABILITASI

R —Pasal 11—

-—--Etika Politik =

.. Etika palitik adalah panduan nilai-nilai moral yang dilandasi oleh asas, sifat, -

Sax .



ri-r;:-a;it;s., dan fungsi Partai yana menjadi acuan pola pikir, sikap, dan tingkah

laku kader, anggots, dan simpatisan Partal Amanat Nasional: —

= Pasal 12

——-—-—=Penghargaan, Larangan, Sanksi, dan Rehabilitasi -

L. Penghargaan adalah penghormatan Partai terhadap kader, anggota, dan -

J simpatisan yang berjasa terhadap Partal; --

[ 2. Larangan adalah ucapan, sikap, tindakan, yangd dapat meruaikan nama —

| baik dan kepentingan Partai: -

’ 3. Sanksl adalah tindakan yang diputuskan oleh Partai terhadap anggota-—--

maupun pengurus Partal yang melakukan tindak pidana kejahatan

dan/atau melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, Anggaran----

Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai;

|

| 4. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik, harkat, martabat, dan hak——

a@nggota dan atau pengurus: ——
5. Ketentuan tentang pemberian Penghargaan, Sanksl, dan Rehabilitas] ——-

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) —

diatur lebiftlanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

e BAB VIT .

PENGORGANISASIAN

- -Pasal 13 —

Struktur Wilayah Kerjg——---— -

| 1. Struktur wilayah kerja Partai Amanat Nasiona! terdiri atas *

. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat Nasional;

b. Bewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat Provinsi; -
¢. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Kabupaten Kota; -—————-—

d. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan atau nama lain -——

e -9




=l
yang setingkat; - .

‘ e. Dewan Pimpinan Ranting (DPR) di tingkat Kelurahan/Desa/nagari dan —-

‘ atau nama |ain yang setingkat;
f. Kepengurusan Rayon dan Subrayon di bawah tingkat Kelurahan Desa —-

dan/atau kelompoek perkumpulan massa yang tidak terikat oleh daerah —

teritorial; :

‘ g. Perwakilan Luar Negeri (PLN) di luar negeri dengan ruang lingkup -——--

[ i

teritorial di tingkat negara; S -
|

2. Ketentuan tentang Struktur Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada--—

ayat (1) diatar lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -

Pasal 14 -

Struktur Kepemimpinan Partal -

] L. Struktur kepemimpiran Partai tardiri atas :

|

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah kesatuan dan kepemimpinan ——

organisasi Partai di tingkat nasional;

b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah kesatuan dan kepemimpinan —

organisasi Partai ditingkat provinsi; --

t. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah kesatuan dan kepemimpinan-—

organisasi Partal di tingkat Kabupaten/Kota;

d. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah kesatuan dan kepemimplnan-—-

-

organisasi Partal di tingkat Kecamatan atau nama lain yang -

setingkat: -
e. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) adalah kesatuan dan kepemimpinan —

araanisas| Partai di tingkat Kelurahan/Desa Nagar dan/atau nama lain-

yang setingkat; -

f. Rayon dan Subrayen adalah organisasi yvang dibentuk di bawah tingkat -

<40 -



m;ahanmef.a; e —

‘ g. Parwakilan Luar Negeri (PLN) adalah kesatuan dan kepemimpinan

organisasi Partai di luar Negeri dengan Wilayah kerja di tingkat Negara. -

| 2. Struktur kepemimpinan Partal akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran -—-
|

Rumah Tangga; S
8AB VIII S e

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

e e

Struktur Permusyawaratan

1. Struktur Permusyawaratan Partai terdiri atas:

a. Kongres adaiah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam Partai-

yang berwenang untuk:

1) Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah -

Tangga: -

2) Merumuskan dan menetapkan Platform Partai;—--

3) Menetapkan Gafis Besar Program Kerja Partai; e

4) Mempahas dan menilal laporan pertanggungjawaban Dewar) —-—----

Pimpinan Pusat;

5) Merumuskan Rekomendasi Partai;

6) Memilih dan menetapkan ketua Umum/ketua formatur dan anggota-

Formatur Dewan Pimpiman Pusat;—- -

7) Memillh dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partal di tingkat—

Pusat; -

8) Memilin dan menetapkan Ketua Mahkamah Partai;

b, Musyawarah Wilayah (Muswil) adalah institusi pengambil keputusan —

[ﬂ‘nggl'di Provinsi yang bertugas untuk :

11
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1) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat -

2) Menelapkan program Partai di Provinsi;

| 3) Membahas dan menilal Laporan Pertanggunglawaban Dewan ———

{ Pimpinan Wilayah;

I 4) Memilih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggota -

‘ fonmatur Dewan Pimpinan Wilayah; - =
5) Memillh dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah;—-

c. Musyawarah Daerah (Musda) adalah Institusi pengambil keputusan --—

tertingal ditingkat Kabupaten/Kota yang bertugas untuk :

1) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat; —

2) Menetapkan program Partal di Kabupaten/Kota;

3) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjewaban Dewan —-—-

Fimpinan Daerah; - -

' 4) Mernilih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan-anggota formatu

Dewan Pimpinan Daerah; -

|

| 5) Memilih dan menetapkan Ketua Maelis Penasihat Partai Daerah; —-

d. Musyawarah Cabang (Muscab) adalah institusi pengambil keputusan —

] tertinggi di Kecamatan yang bertugas untuk: e —

1) Menjabarkan hasil Kongres dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat;-—

2) Mene@pkan program Partai di Kecamatan;

3) Membahas dan menilai Laporan Pertanggung Jawaban Dewar

Pimpinan Cabang;

, 4) Memiiih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggota ———

Formatur Dewan Pimpinan Cabang;

5) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partal Cabang; —

|_e. Musyawarah Ranting (Musran) adalah institusi pangambil keputusan--——



-r-_'_.._."'_'

tertinggl ditingkat Kelurahan/Desa yang betugas untuk; —====s—eeeeeee
1) Menjabarkan hasil konares dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat; ----
2) Menetapkan program pantal di Kelurahan Desa, ——-————-—— ~

3) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Dawan ——---—-

Pimpinan; -

4) Memilin dan mepetapkan ketua/ketua formatur dan anggota formatur

Dewan Pimpinan Ranting; -

5) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partal Ranting; -—-

J 2. Ketentuan tentang Struktur Permusyawaratan sebagaimana dimaksud pads

ayat (1) diatur lebth lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
— Pasal 16

Permusyawaratan Luar Biasa

1. Dalam hal diperlukan penggantian Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, --

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua Perwakllan Luar Negeri, Keliua —--
Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Ketug--—-—

Dewan Pimpinan Ranting dilakukan melalul Kongres Luar Biasa,—--------

Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Perwakilan Luar Negeri —--

| Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang Luar-—

Biasa dan Musyawarah Ranting Luar Biasa; .

I 2. Ketentuan tentang Permusyawaratan Luar Biasa sebagaimana dimaksud —

l pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

‘ Pasal 17

Rapat
‘ 1. Rapat Kerja adalah jenis rapat Partai yang kedudukannya satu tingat di —-

‘ bawah permusyawaratan yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali ;=

'iw Paripurna adalah jenis rapat Partal yang kedudukannya satu tingkat

=13



D:ih;wah Rapat Kerja yang dilaksanakan minimal enam bulan sekali: ——
‘ 3. Rapat Pleno adalah jenis rapat Partal yang kedudukannya satu tingkat di -
‘ bawah Rapat Paripurma yang dilaksanakan minimal tiga bulan sekali; —-
! 4 Rapat Harian adalah jenis rapat Partal yang kedudukannya satu tingkat di-

' bawah Rapat Pleno yand dilaksanakan minimal satu bulan sekal; -—-—-—---

‘ 5. Rapat Pimpinan adalah jenis rapat konsolidasi Partai yang bersifat

koordinatif dari atau konsolldasi, dilakukan berdasarkan kebutuhan dan—

dapat diadakan sewaktu-waktu; . _—
6. Rapat Koordinasi adalah jenis rapat konsolidasi struktural Partal yang—-—

Bersifat koordinatif dilakukan berdasarkan kebutulan dan dapal diadakan

sewaktu-waktu; -
7. Rapat Konsul tasi adalah jenis rapat konsolidasi struktural Partai yang ——

bersifat konsultatif dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat diadakan

| sewaktu-waktu;
’ 8. Rapat Teknis adalah jenis rapat konsolidasi struktural dan atau fungsional

Partal yang bersifat teknis pada bidang tertentu, dilakukan berdasarkan—-

kebutuhan dan dapat diadakan sewaktu-waktu;

] 9. Ketentuan tentang Rapat-Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2),

(3), (4), (5), (6), (7), dan ayat (B) diatur lebih lanjut dalam Anggaran —---

Rumah Tangga; -

= BAB IX

KEPENGURUSAN

Pasal 18

—---Sifat Kepengurusan

1. Kepengurusan Partal bersifat kolektif kolegial;

2., Syarat, kewajiban, larangan, masa bakti, dan proses pengesahan Pengurus |
TTT— - 14




’?;u: lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga; "

n—— —Pasal 19 -

Dewan Pimpinan —-—————————————e v S

1. Dewan Pimpinan Partai terdiri atas unsur Pimpinan Pariai dan lembaga----

| Partal.

J 2. Unsur Pimpinar adalah : RS

[ a. Pengurus harian dan Ketua departemen di tingkat Dewan Pimpinan-——

———m s

Pusat; ~—-

’ b. Pengurus harian dan Ketua biro di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah dan

Pimpinan Perwakilan Luar Negeri; -

¢. Pengurus harfan dan Ketua bagian di tingkat Dewan Pimpinan Daeran; -

d. Pengurus harian dan Ketua seksi di tingkat Dewan Pimpinan Cabang —-

dan; Sl

[ e. Pengurus harian dan Ketua unit di tingkat Dewan Pimpinan Ranting——

yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam
’ pengelolaan Partai; - = 5

3. Lembaga Partai adalah unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi tertentu

‘ untuk membantu Pimpinan dalam mengelola Partai;
‘ 4. Dalam pengelolaan Partal, Dewan Pimpinan Partai dapat membentuk—-

’ panitia kerja atau komite aksi dalam kegiatan tertenty; -—-=--—mreeeememe

-Pasal 20

Fungsi Dewan Pimpinan ———

1. Menjalankan Program Kerfa Partai yang diputuskan Kongres; ———————-

2. Melakukan rekrutmen anggota dan perkaderan;

3. Melakukan reknitmen kepemimpinan Nasional dan Daerah di lembaga—-—

eksekutlf dan leglslatif; - .

\.\\
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|4, Menjalankan organisasi, manajemen administrasi Partai secara efektif, —
|
| demokratis, partisipatif, kolekkif dan bertanggungjawab; -

5. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program kerja dalam —--

| pemenangan pamilu; s )

| 6. Menjalankan fungsi advokasi pemikiran dan aktualisasi pengabdian dalam

[ bidang sosial budaya masyarakat, ekonomi dan hukum; -
! /. Ketentuan tentang Fungsi Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat —

(1), ayat (2) ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam—-

Anggaran Rumah Tangga; — _ _

e --—=-Pasal 21 —

‘ Kewenangan Dewan Pimpinan

1. Dewarn Pimpinan Partal berwenang menetapkan kebijakan dan melakukan

tindakan sesual keputusan Partal yang ditetapkan dalam -

permusyawaratan dan rapat-rapat; = oz
[ 2. Ketentuan tentang kewenangan Dewan Pimpinan Partai sebagaimana —-

Dimaksud pada ayat (1) diatur leblh lanjut dalam Anggaran Rumah ———

Tangga; -—-

------ BAB X

sy BADAN PARTAI, LEMBAGA PARTAI DAN ORGANISAST OTONOM--------

| -—-Pasal 22 S e

J -- -Badan Partai

1. Badan Partai adalah badan yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai —-

berada di dalam struktur internal Partai;

‘ 2. Dewan Pimplinan Partal wajib membentuk Badan untuk melaksanakan——

tugas dan fungsi bidang tertentu;

J\llietenman tentang badan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) —

T 16 -



’?ﬁa’r; lebify lanjut dalam Anggaran Rumah Tanggs; ==

Pasal 23

—--—{ embaga Partai i

1. Lembaga Partal merupakan institusi yang mempunyal kedudukan mandiri,

1 berhak mengatur dan mengelola sendiri keria lembaga; 3=<e

2, Dewan Pimpinan Partai wajib membentuk lembaga untuk melaksanakan -

‘ tugas dan Fungsi dalam bidang tertentu; -

3. Ketentuan tentang lembaga Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)--

| diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 24

Organisasi Otonom

1. Organisasi Otonom adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat——

sesual dengan karakteristik jenis kegiatan masing-masing dan menyatakan

dirinya bergabung ke Partai Amanat Nasional;

2. Ketentuan tentang Organisasi Otonom sebagaimana dimaksud pada ayat -

(1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

3 - BAB XI e

MAJELIS PENASIHAT PARTAI e

Pasal 25 -

Tugas dan wewenang Majelis Penasihat

I. Tugas dan Wewenang Majelis Penasihat Partai adalah :

a. Memberikan nasihat kepada dewan pimpinan di setlap jenjang-=—--—-—

Kepengurusan; e

b. Membantu dewan pimpinan menyelesaikan masalah internal dan ————

eksternal Parta; X

€. Mengawasi dan memberikan penilaian atas pelaksanaan kinerja Partal; -

T~ 13-



d. Meminta Laporan Keuangan Dewan Pimpinar;

g. Mengundang Dewan Pimpinan untuk rmengadakan rapat;

2. Ketentuan tentang Majelis Penasihat Partai (MPP) sebagairnana dimaksud

[
| pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga; -——

| e BAB XII S

- e MAHKAMAH PARTAI

iy Pasal 26

1. Mahkamah Partal adalah Majells yang berada di tingkat Dewan Pimpinan -

Pusat dan berwenany menyelesaikan masalah dalam Partal, —————
| 2. Ketua Mahkamah Partal dipilih dan ditetapkan oleh Kongras; -——-———--—-—
3. Ketentuan tentang Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.—-

BAB X111
e FRAKS! e

- Pasal 27

1. Fraksi Partal Amanat Naslonal disingkat FPAN adalah sarana perjuangan --

i

Partal yang menjalankan kebijakan Partal dilembaga legislatif;

2. Ketentuan tentang Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih---—--

lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. —s

BAB XIV S
e _PENEMPATAN KADER DI KEPENGURLISAN, LEMBAGA--~--—-——----

—LEGISLATIF, DAN ERKSEKUTIF -~

Pasal 28 -

Setiap kader, anggota, dan simpatisan memilikl kesempatan yang sama untuk

menjadi pengurus Partai, anggotz legislatif dan eksekutif sesuai dengan-—---—

peraturan perundang-undangan dan peraturan Partai yang berlaky. ————-
.
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[ —

-—-—Penempatan Kader di Kepengurusan

- Penempatan kader di kepengurusan harus memenuhi persyaratan sebagal-

pengurus; -emenn

. Ketentuan tentang penempatan kader di kepengurusan Partaj———-----—-

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran -

Rumah Tangga.

- Pasal 30 —

Penempatan Kader di Lembaga Legislatif

- Pepnempatan kader dalam daftar calon tetap anggota legislatif dilakukan -

secara obyektf, transparan dan diputuskan melalui Rapat Pleno Partal,--—

dengan keterwakilan perempuan; -

. Kader yang menjadi anggota legislatif terpilih adalah yang memperoleh —

suara terbanyak dalam setiap tingkatan berdasarkan perundang-undangar
yang berlaku yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Partai,———-
Ketentuan tentang penempatan kader di lemhbaga legislatif sebagaimana—

dimaksud pgada ayat (1) dan pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam——--

anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31

Penempatan kader di Lembaga Eksekutif

-

. Penempatan kader, anggota, dan simpatisan di lembaga eksekutif

dilakukan secara obyektif, transparan, dan diputuskan melalui rapat Pleno

Partai; -— =

- Ketentuan tentang penempatan kader di lembaga eksekutif sebagaimana-

dimaksud pada ayat (1) diatur leblh lanjut dalam Anggaran Rumah—--——

Tangga.
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Pasal 32 -

Sumber Keuangan —-—

1. Sumber keuangan Partai berasal dari :

a. luran anggota; ----

b. Sumbangan sah menurut hukum;

¢. Bantuan keuangan darl APBN dan APBD; -————-——ssmemr—ree—es

d. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat;

’ 2. Ketentuan tentang keuangan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

‘ diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tanaga;

- Pasal 33

e Tata Kelola Keuangan -
1. Keuangan Partai dikelola secara transparan clan akuntabel, serta —--—-——--

dipertanagungjawabkan sesual peraturan perundang-undangan yang -—--

berlaku;

I 2. Keuangan Partai disusun dalam suatu Rancangan Anggaran Pendapatan --

‘ dan Belanja Partal (RAPBP);

{ 3. Pendapatan keuangan dewan pimpinan Partal wailb dimasukan dan dicatat

‘ dalam rekening resmi dewan pimpinan Partai; - —
|4, Pengelolaan Keuangan Dewan Pimpinan Partai diaudit oleh akuntan publik
setiap 1 (satu) tahun dan diumumbkan secara periodik melalui Pejabat—
‘ Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partai Amanat Nasional; —-
’ 5. Ketentuan tentang tata Kelola Keuangan Partai sebagaimana dimaksud —

pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dalam Anagaran Rumah-——

| Tangga.

— - Mi=



— = —BAB XVI = -

- PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN s

- ——-ANGGARAN RUMAH TANGGA —-— <

———-Pasal 34 - -

tiga Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan),

Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ini untuk partama

kalinya disahkan dalam rapat formatur pada tanggal 23-08-1998 (duapuluh -

BAB XVII

——--PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ~—

Pasal 35

6.

|

_Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres;-=--———

_Perubahan pertama Anggaran Dasar ini dilakukan pada Kongres PAN -—-

pertama di Yogyakarta tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan 13-02-2000--

(tigebelas Februarf duaribu),

perubahan kedua Anggaran Dasar ini dilakukan pada Konares PAN kedua

di Semarang-tanggal 7 (tujuh) sampai dengan 10-04-2005 (sepuluh April-

duaribu lima). — —i—

. Perubahan ketiga Anggaran Dasar ini dilakukan pada Kongres PAN ketiga-

di Batam tangaal 8 (delapan) sampai dengan 10-01-2010 (sepuluh Januari

duaribu sepuluh]. -

perubahan keempat Anagaran Dasar inl dilzkukan pada Kongres PAN——

Keempat di Nusa Dua, Ball tanggal 28 (duapuluh delapan) Februari —--——
sampal dengan 02-03-2015 (dua Maret duaribu limabelas); -~—--—-————
Perubahan kelima Anggaran Dasar ini dilakukan pada Konares PAN ———--

Kelima di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara tanggal 10 (sepuluh) sampai--

L.ﬂgng_an 12-02-2020 (duabelas Februari duaribu duapuluh); =—-—=—=—=
e —
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I—:;i'uhahan keenam Anggaran Dasar ini dilakukan pada Kongres PAN-«-----

keenam di Jakarta, tanggal 23 (duapuluh tiga) sampal dengan 24-08-2024

(duapuluh empat Adustus duaribu duapuluh empat). -

- - 1: D4T/ 1| (SE——— ~

PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 36

1. Partai hanya dapat dibubarkan oleh kongraes dan/atau kongres luar biasa -

yang khusus diadakan untuk itu;
2. Kongres dan altau Kongres luar biasa tersebut di atas dinyatakan sah, ---—
apabila dihadiri oleh 34 (tiga perempat) dari Dewan Pimpinan Wilayah dan

¥ (tiga perempat) dari Dewan Pimpinan Daerah dan disetujui oleh 3%-—-

(tiga perempat) suara yang hadif;

3. Apabila terjadi pembubaran Partai, maka pemanfaatan seluruh harta ——-

benda milik Partai diputuskan dalam kongres tersebut; - -

4. Keteptuan mengenai tata cara penyelenggaraan kongres sebagaimana —-

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam —

Anggaran Rumah Tangga.
BAB XX -~
KETENTUAN PENUTUP -
Pasal 37

L. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan satu-——

‘ kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain;

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam ---

| _
| Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai;
3. Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar dan

Eggaran Rumah Tangga akan digtur |ebih lanjut oleh Dewan Pimpinan—

- = .



r‘F';sdat Partai Amanat Nasional sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran

| Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; sccn

| 4. Peraturan Partal masih berlaku sepanjang belum dicabut oleh Rapat Kerja

' Nasional.

———-—~ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI AMANAT NASIONAL =~~~

- KONGRES VI PAN DI JAKARTA -

BAE 1- -

e | AMBANG DAN LAGU

Pasal 1.

| 1. Filosofi I3 mbang: -
Matahari putih bersinar cerah dilatarbelakangi bujur sangkar warna biru —
dengan tulisan PAN dibawahnya, merupakan simbolisasi bahwa Partai-—-

Amanat Nasional membawa suatu pencerahan baru menuju masa depan -

indonesia yang lebih baik;

2. Makna Lambang: — -
| Gambar Matahari yang bersinar terang: matahari merupakan sumber-——--—-
cahaya, sumber kehidupan. Warna putih adalah ekspresi dari kebenaran, -

keadilan, dan semangat baru, Sinar térang yang memancar adalah refleksi

dari kemajemukan.
3. Gambar berbentuk matahari warna putih dengan pancaran sinar berjumiah

32 (tigapuluh dua) buah. Ukuran panjang setiap sinar sama dengan garis

tengan lingkaran matahari.
4. Ketantuan tentang Lambang Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Partal, ————-

- Pasal 2

= - Lagu Partai 2 2% 8

=21



3.

--—"'-_"__F--
1 Laqu Partai Amanat Nasional terdiri atas Mars dan Himne; -

2. Mars dan Himne harus dinyanyikan dalam rapat-rapat resmi Partal; ——--

Ketentuan tentang Lagu Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan-

ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. memeaee

2 B | —

—ee-—KADER, ANGGOTA, ANGGOTA ISTIMEWA, DAN SIMPATISAN -—---

- ---ea-pgsg| 3

——— -~=Kaderisasl

. Jenjang dan jenis kaderisasi terdiri atas perkaderan formal dan nonformal:

. Jenjang kaderisasi formal terdiri atas: -

a. Kader Dasar adalah anggota yang telah lulus mengikuti Latihan Kader—

Amanat Dasar (LKAD);

b. Kader Madya adalah anggota yang telah lulus mengikutl Latihan Kader-

Amanat Madya (LKAM); -— s e

C. Kader Utama adalah anggota yang telah tulus mengikuti Latihan Kadar-

Amanat Utama (LKAU); s

. Dewan Pimpinan Pusat melaksanakan Latihan Kader Amanat Utama ———

(LKAU), Dewan Pimpinan Wilayah melaksanakan Latihan Kader Amanat—-

Madya (LKAM), dan Dewan Pimpinan Daerah melaksanakan Latihan Kader

Amanat Dasar (LKAD);

. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan —

Daerah harus melaksanakan perkaderan formal sekurang-kurangya satu--

kall dalam satu tahun; -

. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan --

Daerah dapal melaksanakan perkaderan nonformal sekurang-kurangya -—

satu kall dalam samtahun untuk meningkatkan pengetahuan, ——-————

== - 24 -



—

B.

mengembangkan kapasitas, dan keterampilan anggota sesuai dengan jen

kegiatan tertentu; - S ——
Ketentuan tentang kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ———

ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjul dalam —-—-—-

Peraturan Partal. e -

7= Penerimaan Anggota

meemmme———e—Pasal 4

Ketentuan penerimaan anggota Partai Amanat Nasional adzlah sebagal---—--

berikut : : o

L.

Penerimaan anggota bersifat terbuka bagi seluruh warga Negars Kesatuan
Republik Indonesia yang telah dewasa, berjiwa reformis, menyetujul dan -

mendukung Platform Partal, Garis Perjuangan Partal, Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga, sefta Peraturan Partal; =

- Calon anggota mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan-—

Pimpinan Partal sesuai dengan domisill yang bersangkutan;

- Dalam hal khusus, Dewan Pimpinan Pusat dapat menolak permintaan ——

sesegrang menjadi anggota;—--——---==--

- Bagi seseorang yang telah disetujui menjadi anggota Partai Amanat —-—-

Nasional akan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA); -

. Keterlluan tentang penerimaan anggota sebagaimana dimaksud pada aya

(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan—-—-

Partai. =

Pasal 5

| L

Syarat, Kewajlban, dan Hak Anggota ———

. Syarat anggota Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut : -~

a. Telah berumur 17 tahun dan/atau pernah menikah:

""—-._“-_H ‘.j&-



b. Memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya; -—--—--

¢. Tidak merangkap sebagai anggota Partai politik lain.

2. Kewajiban anggola Partai Amanat Nasional adalah sebagai berfkut; —-—--

a. Menjunjung tinggl kehormatan Partai; -

b. Memegang teguh dan taat pada platform, Anggaran Dasar dan -—-------

Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai;

c. Membayar iuran anggota; -
d. Tidak merangkap sebagal anggota organisasi Partai politik lain; ====eese--

e. Mendukung dan menyukseskan tujuan, arah perjuangan, dan program-

Partal; —

f. Mengikuti Proses Perkaderan.

3. Hak angaota Partal Amanat Nasiongl adalah sebagal berikut:

2. Memilih dan dipilik; =T

b. Menyatakan pendapat; —

c. Membela diri;
d. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dari Partai;——=-—-—-

e, Mendapatkan kesempatan mengikuti agenda-agenda Partai sesuaj ——-

dengan aturan Partal. -
4. Ketentuan tentang syarat, kewajlban dan hak anggota sebagaimana-—-—-

dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam —

Peraturan Partai. ---

—Pasal &

—-mmen Anggota Istimewa

1, Calon Anggota Istimewa diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai kepada --—

| Dewan Pimpinan Pusat Partal.

l 2. Kriteria Anggota Istimews yaitu: sy
T—

— 3.



ﬁ Tidak berstatus sebagal anggata Partai;-————--—
. b. Berjasa besar dalam upaya pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD da

DPRD, Pemilu Kepala Daerah Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

c. Berperan penting membantu Partai dalam meningkatkan kemajuan--—

' Partal; dan-- -

d. Berperan penting ikut mewujudkan prograrm-program strategis Partal. -

3. Penetapan Anggota Istimewa dilakukan melaiul keputusan Rapat Pleno ---

| parta.

Pasal 7 --- ——

— Simpatisan —- . -

1. Simpatisan adalah orang yang memberikan dukungan kepada Partai tetap

belum atau tidak mempunyal Kartu Tanda Anggota (KTA);
II-L Simpatisan dapat mengikuti kegiatan Partal dan dapat mengambil inisiati
| dalam mengorganisasikan kegiatan yang mendukung perjuangan F'artai;-_—
3. Simpatisan dapat berhimpun dan memperjuangkan aspirasinya melalui-—--
organisasi mitra yang berafiliasi kepada Partai Amanat Nasional atay ~——

organisasi soslal kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya —-

kepada Partal Amanat Nasional. -

STV 1 S ——

--PENGHARGAAN, LARANGAN, SANKSI, DAN REHABILITAS] ————-

--Pasal 8 -

Penghargaan —

Partai dapat memberikan penghargaan kepada kader, anggota, dan

simpatisan atas prestasi yang mendukung perjuangan Partai dan atau berjasz

luar blasa kepada Neaara dan bangsa Indonesia. .

Pasal 9

-




—--—-——Prinsip, Bentuk, dan Mekanisme Pemberian Penghargaan

1. Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses yang terbuka, jujur dan

‘ Al =——=eeseee = ==
2. Bentuk penghargaan dapat berupa anugerah (award), hadiah, promosi dar

penempatan kader di jabatan politik dan/atau bentuk lain yang ditetapkan

Partal; —
3. Pemberian penghargaan diawali dari penilaian melalui beberapa tahapan -

seleks|, sejek pembuatan pedoman hingga pemberian penghargaan yang-

mekanisme seleksinya adalah sebagai berikut :

a. Dalam pedoman seleksi ditetapkan kriteria penllalan, tahap penilaian

‘ dan penentuan penerima penghargaan;

b. Tahap penetapan peserta seleksi diambil melalui pendataan para calon

‘ Penerima penghargaan; -
C. Seleksi administrasi yang dilakukan oleh tim bidang penghargaan -——-

(tim nominasi) untuk memperoleh calon-alon peserta yang layak———

mengikuti tahapan seleksi nominasi;--

d. Tahap survei untuk melihat dan mengidentifikas) faktor-faktor strategis

| yang mempengaruhi penilzian;

e. Tahap penilaian peserta yang telah disurvel kemudian diseleksi untuk —

| mendapatkan nominator penerima penghargaan;

f. Rapat penilaian digunakan untuk menentukan penerima penghargaan -
‘ berdasarkan nominasi peserta calon penerima penghargaan. Rapat ——
| dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh Partal dan para pakar yang--

I
| memilikl kompetensi; s e

g. Pengukuhan penerima penghargaan ditetapkan dalam rapat penilaian—

' berdasarkan masukan dari para pakar yang diundang khusus untuk itu;

C 9l
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1 h. Pemberian penghargaan ditetapkan dalam keputusan Partai,
4. Ketentuan tentang Prinsip, Bentuk dan Mekanisms Pemberian-——————-

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -~

e Pasal 10 ——--—-- .

Larangan Anggots Partal —-—--———--—-—— I

Anggota Partal dilarang :

a. Menjadi anggota organisasi politik lainnya; —--=--—-

b. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan popularitas dan——

elektabilitas Partai; : : i
€. Melakukan keglatan yang dapat mencemarkan nama balk Partai; ——-——

d, Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partal:

2. Membacorkan rahasia Partal; _—

f. Menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang atau badan--

hukum dari dalam maupun luar Partai untuk kepentingan pribadi yang —

dapat merugikan nama baik Partai:

‘ g. Melakukan dan atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan-

mengatasnamakan Partai; dan

‘ h. Melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggarans—

Dasar Partai, Anggaran Rumah Tangga Partai, Platform, Garis Perjuangan

Partal dan Peraturan-Peraluran Partai; —

Pasal 11

Sanksl

1. Partai Menjatuhkan sanksl orgenisasi kepada anggota dan atau pengurus-
I

apabila : -

a. Tidak melaksanakan kewajiban terhadap Partai ;
"‘.-"__h‘---
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——
[ b. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 --—-

(lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah---—-

mempunyai kekuatan hukum tetap; ————-

€. Melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji yang dapat merusak citra

I dan nama baik Partai; - -

J d. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atay ~—-—

' peraturan Partai. : -- -
J 2. Bagi pengurus dan anggeta Partai yang sedang dalam status tersangka ---

atau terdakwa, diusahakan adanya pembelaan, advokasi dan bantuan---—

hukum dari Partai;
! 3. Bagl pengurus Partai yang berstatus terdakwa diberhentikan sementara-—

atas usulan Rapat Harian Dewan Pimplinan Partai sesuai dengan

tingkatannya masing-masing;
‘ 4. Pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (3) pada tingkat Dewan

Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah harus menyampaikan -——-

| tembusan kepada Dewan Pimpinan Pusat;

‘ 5. Pengurus yang bersangkutan tidak dapat menjadi pengurus Partal,-
sebagalmana dimaksud pada ayat (4) kecuali ada Surat Perintan ———--—-
Penghentian Penyidikan Penuntatan (SP3) dan atau berdasarkan putusan-

Pengadilan yang mempunyal kekuatan hukam tetap yang menyatakan ——

hahwa yang bersangkutan dinvatakan tidak bersalah.

Pasal 12

--—-——-Prinsip, Bentuk, dan Mekanisme Pemberian Sanksi

L. Pemberian sanksi dilakukan melalul proses yang terbuka, jujur dan adil; -

4. Bentuk sanksi organisasi dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian

Lﬂ&ntara, dan pemberhentian tetap darl keanggotzan;
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I 3. Mekanisme pemberian sanksi sebagai berikut: -

a. Peringatan tertulis; enian =

1) Peringatan tertulls diberikan kepada anggata vang melakukan —-———

| J Palanggaran; —

| 2) Peringatan tertulis kepada anggota diberikan oleh Dewan Pimpinan--
Partai di setiap jenjang dengan tata urutan, peringatan pertama —-—
bertujuan untuk pencegahan pengulangan kesalahanh; peringatan-—

kedua bertujuan untuk kepatuhan, peringatan ketiga untuk syarat—

pengenaan sanksi, di mana setiap surat peringaten tersebut
ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di ——=———

atasnya, kecuali yang di keluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat—-—

‘ tanpa tembusan; -

3) Peringatan tertulis kepada pengurus diberfkan oleh Dewan Pimpinan

Partai di jenjang kepenqgurusan yang bersangkutan;

! b. Pemberhentian sementara;
1) Usulan pemberhentian sementara pengurus, diajukan oleh Dawan —
J Pimpinan Partai setempat berdasarkan putusan Rapat Pleno; —-—-—--

2) Pemberhentian sementara dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai —

satu tingkat di atasnya melalul Rapat Pleno; -

3) Mekanisme pemberhentian sementara bagl pengurus Dewan

Pimpinan Pusat dilakukan melalul Rapat Pleno Dewan Pimpinan —--

Pusat. e

c. Pemberhentan tetap:

1) Usulan pemberhentian tetap anggota dilakukan oleh Dewan

Pimpinan Partai setempat setelah melalui mekanisme pasal 9 ayat —

(3) dan diputuskan melalul Rapat Pleno;-

=3y
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{ 2)Pemberhentian tetap pengurus Partal ditetapkan oleh Dewan -~

Pimpinan Partal dua tingkat 4l atasnya setelah mendapat —---—-—-- |

rekomendasi dari Dewan Pimpinan Partal satu tingkat di atasnya.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peringatan tertulis, a

Pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap sebagaimana -—-—-
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut------— =
dalam Peraturan Partai. e - e
— e Pasal 13 -

- -—Mekanisme Pembelaan diri

1. Pembelaan diri dapat dilakukan oleh anggota dan atau pengurus yang —

| dikenai sanksi organisasi melalui Mahkamah Partai;

' 2. Mekanisme pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur -

lebin lanjut dalarm Peraturan Partal.

' Pasal 14

Rehabilitasi—-—

1. Rehabllitasl adalah tindakan pemulihan nama baik dan hak anggota dan-

atau pengurus yang dilakukan seta(ah ;
a. Yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan;-———-
b. Yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan setidaknya
| telah selesai menjalani hukurnan minimal 2 (dua) ahun; ——-———-——--

c. Yang bersangkutan mengajukan pembelaan diri yang dapat diterima-—

oleh Dewan Pimpinan Pusat;

d. Mahkamah Partai mengabulkan surat tinjauan ulang atas perkara yang

bersangkutan; e - -~
2. Bagl anggota Partal yang berstatus tersangka atau terdakwa atau ——-—

| terpidana, dengan adanya Surat Perintah Penghentizn Penyidikan dan -—
~=C_
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Penuntutan (SP3) dan atau berdasarkan putusan pengadilan dengan-—-—
putusan yang mempunyal kekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa —-

yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan/atau dinyatakan -—-—

perbuatannya tidak merupakan tindak pidana, tilakukan rehabilitasl oleh
Dewan Pimpinan Pusat Partai paling lambat 15 (imabelas) hari setelah -

permohonan rehabilitas! diajukan oleh yang bersangkutan, Dewan-—---—

Pimpinan Wilayah, atau Dewan Pimpinan Dagrah Setempat. -----———-

— Pasal 15 -

Pemberhentian Anggota —

Anggota berhenti karena : .

1. Meninggal dunia;

2. Atas permintaan sendiri;

| 3. Diberhentikan tetap berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusal

karena sanks| Partai. -
- BAB IV -

PENGORGANISASIAN

-Pasal 16

Tdta Kerja Pengorganisasian Partai

1. Tata kerja pengorganisasian Partai dimaksudkan untuk mengatur—--—

mekanisme pembagian tugas, wewenang, dan anggung jawab terhadap

kerja-kerja Partai secara struktural dan fungsional;
2.Tata kerja pengorganisasian Partal bertujuan untuk membangun sinergi-
kerja secara struktural dan fungsional melalul koordinasi, integrasi dan -
sinkronisasi dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan ——

tugas, kegiatan, dan program guna mencapal tufuan Paral berdasarkan

: _-E.:prlnsip kolektifitas, kesinambungan, keterpaduan, dan kemanfaatan:—

: . N\ -33-




3. Dewan Pimpinan Partai secara struktural wajih melakukan monitoring—

dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan tugas, kegiatan, gan-—

program-program Parta minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang

 dilaporkan dalam rapat kerja Partal disetiap tingkatan;
J 4. Ketentyan tentang tata kerja pengorganisasian Partal sebagaimana -—--

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam-

Peraturan Partai. -

' = -Pasal 17 ---

------ --—Dewan Pimpinan Pusat : -

1 L. Bewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan eksekutif tertinggl dalam

‘ memimpin Partai untuk masa jabatan lima tahun;
' 2. Dewan Pimpinan Pusat berfungsi melaksanakan kerja-kerja Partai terkait -
agregasi, artikulasi, aspirasi, konsolidasi, koordinasi dan optimalisasi—--—

kegiatan Partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan-

aspirasi rakyat; - -

[ 3. Dewan Pimpinan Pusat memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab -

untuk : -

a. Menentukan kebijakan Partai sesual dengan Anggaran Dasar dan —-——-
Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Kongres, keputusan Rapat Kerja-
Naslonal, dan keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai; —-——
( b. Melakukan konsolidasi organisasl secara striktual mulal darl Deswan —-

Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Perwakilan

Luar Negeri; -

‘ . Mengesahkan susunan pengurus Bewan Pimpinan Wilayah, Dewan -

Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri sesuai hasil -

__keputusan Musyawarah; —
Sy ¢



Fd_.‘h‘lembatalkan, meluruskan, dan memperbalki keputusan yang diambil -
oleh Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah dan Pimpinan
Perwakilan Luar Negeri yang bertentangan dengan Anggaran Dasar da
Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kangres, keputusan Rapat Kerja-

Nasional, dan keputusan Partal lainnya sesuai Peraturan Partal;———

l e. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di --

tingkat Dewan Pimpinan Pusat melalui penambahan atau pengurangan

unit-unit kerja sesual kebutuhan Partai; -
| f. Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua-—

‘ Dewan Pimpinan Daerah, dan Piﬁ-apinanvptmplnanparfal di tingkat —-

tersebut;
| g. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasa:
dan Anggaran Rumah tangga, Ketetapan kongres, keputusan Rapat —-
kerja Nasional, dan keputusan Partal lainnya sesuai Peraturan Partal. —
' h. Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk lembaga Partai, organisasi -

otonom, komite aksi, dan unit kerja lainnya untuk melaksanalan -———

kegiatan sesual program Partai;
I. Dewan Pimpinan Pusat dapat melakukan pergantian fungsionaris -—-—-
pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan melakukan penyesuaian terhadap

struktur pengurus lembaga Partai, organisasl otonom, komite-komite --

aksi dan unit-unit kerja lainnya melalul penambahan atau pengurangarn
|

komposisi personalia;

j. Menetapkan Daftar Calon Anggota Legislatif di Pemilu;
k. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati dan Calon Wakll Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil ~--------

Wallkota vang diusung Partal Amanat Nasional (PAN);
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"’: Menetapkan pimpinan DPR RI, Pimpinan MPR RI1, dan Pimpinan DPRD-

’ Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kotz; N

’ m. Menetapkan Pimpinan fraksl PAN DPR Ri, ketua fraksi DPRD Provinsi---

] dan DPRD Kahupaten/Kota; ——--—- o

/ n. Penetapan sebagaimana point hurlif §, k, | dan m akan diatur lebih lanjut

J dalam Peraturan Partai; —----

J - Pasal 18 --

-Dewan Pimpinan Wilayah —

‘ 1. Bewan Pimpinan Wilayah adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam --——

[ memimpin Partai di tinakat Provins! untuk masa jabatan lima tahun;
l 2. Dewan Pimpinan wilayah berfungsi melaksanakan kerja-kerja Partal di —-
tingkat Provinsi terkait konsolidasi, koordinasi, dan optimallsasi kegiatan —

Partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi -

rakyat;

[ 3. Dewan Pimpinan wilayah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab-

untuk -

& Menentukan kebijakan Partai di tingkat Provinsi sesuai dengan Anggarar
Dasar dan Anggaran Rumah tangga, Ketetapan kongres dan ———-—-—-
Musyawarah Wilayah, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat karja -—--

Wilayah dan Keputusan Partai lainnya seusai Peraturan lainnya sesuai—

l Peraturan Partai; --

- b. Melakukan konsolldasi organisasi secara struktual mulai dari dari Dewan

Fimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Rayon; -—-—

‘ c. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang sesuai hasil -

| keputusan Musyawarah; —

‘ d. Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan vang diambil -
T—

—

-36 .



_~~oleh Dewan Pimpinan Cabang yang bertentangan dengan Anggaran —
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, Musyawarah -

- Daerah, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, serta—

Keputusan Partal lainnya sesuai Peraturan Partal;
- | . Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di —
tingkat Dewan Pimpinan Wilayah malalui penambahan atay --——————

pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan Partal; s———-=——eemeeeee

f. Mengangkat Pelaksana Tugas ketua Dewan Pimpinan Daerah ketika ---
terjadi kekosongan jabatan pimpinan Partai di tingkat tersebut; ——-—

g. Melaksanakan kﬂw&nangan—kavghangan lainnya di tingkat provinsi vanc
diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanagga, Ketetapa
kongres dan Musyawarah Wilayah, Keputusan Rapat Keria Naslonal dan

Rapat Kerja Nasional dan Rapat kerja Nasional dan Rapat Ketja wilayah,

serta keputusan Partai lainnya sesual Peraturan Parial;
h. Dewan Pimpinan Wilayah dapat membentuk lembaga Partal, organisasi

otonom, komite aksi, dan unit kerja lainnya di tingkat wilayah untuk—

melaksanakan kegiatan sesual program Partai; -
I. Dewan Pimpinan wilayah dapat melakukan pergantian Fungsionaris -—-
pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan melakukan penyesuaian --—--—-
terhadap struktur pengurus lembaga Partal, organisasi otonom, komite

-komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tinakat wilayah melalui ——-

Penambahan atau pengurangan komposisi personalia. -

Pasal 19 e

-Dewan Pimpinan Daerah

1. Dewan Pimpinan Daerah adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam --—--—

\m&mlmpin Partal di tingkat kabupatan/kota untuk masa jaba@n lima——
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I. 2. Dewan Pimpinan Daerah berfungsi melaksanakan kerja-kerja Partal di-—
tingkat kabupaten/kota terkait konsolidasi, koordinasi, dan optimalisasi —

kegiatan Partal dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan

aspirasi rakyat; - e -

3. Dewan Pimpinan Daerah memilikl tugas, wewenang dan tanggung jawab-

untuk : - - e
a. Menentukan kebijakan Partal di lingkat kabupaten/kota sesuai dengan -
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, Keputusan-Ketetapan—

Kongres, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah, Keputusan -—

Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja wilayah dan Rapat Kerja Daergh,—-

serta keputusan Partai lainnya sesual Peraturan Partai;
b. Melakukan konsolidas! organisasi secara struktual mulai dari dari Dewan

Pimpinan Cabang hingga Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Rayon

dan Subrayon;

€. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Ranting sesual hasil-

keputusan Musyawarah; -

d. Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang dizmbil --
oleh Dewan Pimpinan Ranting yang bertentangan dengan Anggaran——
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-ketstapan Kongres, —
Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daergh, dan Musyawarah cabang, -
keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja—-—
Wilayah, Rapat Kerje Daerah, Rapat Kerja Cabang, serta keputusan——
Partai lainnya sesuai Partai lainnya sesuai Peraturan Partal; ——---—-—--—

e, Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan vang ada di -

tingkat Dewan Pimpinan Daerah melalui penambahan atau pengurangar
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ﬂnibuni{ kerja sesual kebutuhan Partal; ———---
| - Mengangkat Pelaksana Tugas ketua Dewan Pimpinan Ranting ketika —-

terjadl kekosongan jabatan pimpinan Partai di tingkat tersebut; ———--—-

| g. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnva dl tingkat —-
Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran —-
Rumah Tangga, Ketetapan kongres dan Musyawarah Wilayah dan -——
musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja-

Naslonal dan Rapat kerja Nasional dan Rapat Kerja wilayah, serta-—-—

keputusan Partal lalnnya sesuai Peraturan Partai;

I h. Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk Iemb_'éga Partal, organisasi-

otanom, komite dksl, dan unit'Kerja lainnya di tingkat wilayah untuk-—-

melaksanakan kegiatan sesual program Partai;
[ I. Dewan Pimpinan Daerah dapsat melakukan pergantian Fungsionaris-—-—
pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan melakukan penyesuaian ——-—
terhadap struktur pengurus lembaga Partai, organisasi otonom, komite-

komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat daerah melalyi —-———

penambahan atau pengurangan komposisi kepengurusan, —=—-s=s=—-

Pasal 20 —

Dewan Pimpinan Cabang S

1, Dawan Pimpinan Cabang adalah pimplnan eksekutif tertinggi dalam———-
mernimpin Partai di tingkat Kecamatan untuk masa jabatan lima tahun; —
2. Dewan Pimpinan Cabang berfungsi melaksanakan kerja-kerja Partal di ——

tingkat kecamatan terkait konsolidasi, koordinasi, dan optimalisasl

kegiatan Partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan

aspirasi rakyat; . ~

Qﬂewan Pimpinan Cabang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab
| .



(1] G —

a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat Kecamatan sesual dengan—-—-
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, Ketetapan Kongres, —--
Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah, Keputusan-—-=---——-

Rapal Kerja Nasional, Rapat Kerja wilayah dan Rapat Kerja Daerah,——

serta keputusan Partai lainnya seusai Peraturan Partal;

I b. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktual mulal dari darl Dewan

Pimpinan Ranting hingga pimpinan Rayon dan Subrayon;

1 ¢. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Rayon sesuzal hasil—-

keputusan Musyawarah; -

J d. Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang diambil —
aleh Dewan Pimpinan Rayon yang bertentangan dengan Anggaran——
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, Musyawarah -
Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah cabang dan ——-—--—-
Musyawarah Ranting, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerjg -—--
Wilayah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja —-

Ranting, serta keputusan Partai lainnya sesuai Partai lainnya sesuai—-

Peraturan Partal; -
€. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di -

tingkat Dewan Pimpinan Cabang melalul penambahan atay —————

pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan Partai;
I f. Mengangkat Pelaksana Tugas ketua Dewan Pimpinan Ranting ketika --—

{ terjadi kekosongan jabatan pimpinan Partai di tingkat tersebut; -——--
‘ g. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkat kecamatan -
yang diberikan oleh Anugaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, —

Ketetapan kongres dan Musyawarah Wilayah dan musyawarah Daerah,

..-:HJ,



’/ﬂ/an Musyawarah Cabang, Keputusan Rapal Keria Nasional, Rapat Ker

Wilayah, Rapat Kerja Daerah dan Rapat kerja Cabang, serta keputusar

Partal lalnnya sesual Peraturan Partai; -

/ h. Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk lembaga Partal, nrganisas

| otonom, komite aksi, dan unit kerja lainnya di tingkat cabang untuk —-

melaksanakan kegiatan sesuai program Partal;
.. Dewan Pimpinan Cabang dapat melakukan pergantian Fungsionaris———
| pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan melakukan penyesugian———-—

terhadap struktur pengurus lembaga Partai, organisasi otenom, komite:

komite aksi dan unit-unit kerja lalnnya di tingkat cabang melalui

penambahan atau pengurangan komposisi kepengurusan, ~———————-

= T ) [—

Dewan Pimpinan Ranting

]3.

. Dewan Pimpinan Ranting adalah pimpinan eksekutif tertinggl dalam-———

memimpin Partai di tingkat Kelurahan/desa untuk masa jabatan lima —---

tahun; --—

. Dewan Pimpinan Ranting berfungsi melaksanakan kerja-kerja Partai di -—-

tingkat Kelurahan/desa terkait konsclidasi, koordinasi, dan optimalisasi-—-

kegiatan Partal dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan

aspirasl rakyat; - -

Dewan Pimpinan Ranting memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab

urtuk -

a. Menentuxan kebijakan Partai di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan -
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, Ketetapan Kongres, ——
Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah cabang dan—

Musyawarah Ranting, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja-—--

=8 .
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iesuai Peraturan Partal;

Kmﬁayah dan Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja -

Ranting, serta keputusan Partal lalnnya sesual Peraturan Partai; -———

Melakukan konsolidasi organisasi secara struktual mulai dan —-—--—--

pimpinan Rayon hingga pimpinan subrayon; o

- Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Subrayan sesuai hasil

keputusan Musyawarah; ~—

- Membatalkan, meluruskan, dan memperbalki keputusan yang diarmbil —

oleh Dewan Pimpinan Subrayon yang bertentangan dengan Anggaran--
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, Musyawarah -
Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah cabang dan

Musyawarah Ranting, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja——
Wilayah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja —-

Ranting, serta kepulusan Partal lainnya sesual Partai lalnnya sesuai-—

Peraturan Partai;

. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di --

tingkat Dewan Pimpinan Ranting melalui penambahan atay--—--—-----—-

pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan Partai;

- Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua pimpinan Rayon ketika terjadi —-

kekosangan jabatan pimpinan Partal di fingkat tersebul; —--———————-
Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkat --——-—--—--—--
kelurahan/desa yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran —-
Rumah Tangga, Ketetapan kongres dan Musyawarah Wilayah dan -——
musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang dan Musyawarah ——
ranting, Keputusan Rapat Kerja Naslonal, Rzpat Kerja Daerah, Rapat-—
Kerfa Cabang dan Rapat kerja Ranting, serta keputusan Partal lainnya-—




ﬂ. Dewan Pimpinan Ranting dapat membentuk lembaga Partai, organisasi

otonom, komite aksi, dan unit kerja lainnya di tingkat Ranting untuk-——

melaksanakan kegiatan sesuai program Partal; -—--—- -
‘ i. Dewan Pimpinan Ranting dapat melakukan pergantian Fungslonaris —-
| pengurus Dewan Pimpinan Ranting dan melakukah penyesuaian---—--——

terhadap struktur pengurus lembaga Partal, organisasi otonom, komite

-komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat cabang melalui

penambahan atau pengurangan komposisi Kepengurusan, —--——s-——--—

-—FPasal 22

Pimpinan Rayon dan Subrayon

1. Pimpinan Rayon dan Subrayon adalah pimpinan eksekutif tertinagi dalam-

memimpin Partai di tingkat RW/RT untuk masa jabdtan lima tahun;--——-—
[ 2, Pimpinan Rayon dan Subrayon berfungsl melaksanakan kerja-ketia Partai-
di tingkat RW/RT terkait konsolidasi, koordinasi, dan optimalisas kegiatan
Partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjugngkan aspirasi -

rakyat; —-—-=----

I 3. Pimpinan Rayon dan Subrayon memiliki tugas, wewenang dan tanagung--

jawab untuk : -

d. Menentukan kebijakan Partal di tingkat RW/RT sesual dangan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tanggda, ketetapan Kongres, Musyawarah -
Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah --

Ranting, keputusan Rapat Kerja Nasional, Ragat Kerja Wilayah, Rapat--

Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja Ranting, serta—---

keputusan Partai lainnya sesual Peraturan Partai;
b. Melakukan konsolidas| organisasi di Rayon dan Pimpinan Subrayon;——

¢. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada———

.



di Tingkat Pimpinan Rayon dan Subrayon melalui penambahan atau —--

pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan Partai;

d. Melaksanakan kewenengan-kewenangan lainnya di tingkat RW/RT vang

diberikan oleh Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
ketetapan Kongres, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, ——-——
Musyawarah Cabang, dan Musyawardh Ranting, keputusan Kapat Kerja
Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja daerah, Rapat Kerja cabang

dan Rapat Kerja Ranting, serta keputusan Partal lainnya sesuaj-———-—

Peraturan Partal; — . -

e. Pimpinan rayon dan Subrayon dapat membentuk lembaga Partai, ~-—---

organisasi otonom, komite aksi dan unit kerfa lainnya di tingkat Rayon -
dan Subrayon uantuk melaksanakan kegiatan sesuai program Partai: —
' f. Pimpinan Rayon dan Subrayon dapat melakuﬁn pergantian ————
fungsionaris pengurus Pimpinan Rayon dan Subrayon serta melakukan
penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga Partal, organisasi —
otonom, komite aksi dan unit kerja lainnya di tingkat rayon dan --—-—

Subrayon melalui penambahan atau pengurangan komposisi -———-—

personalia; - -

= Pasal 23

- Dewan Pimplnan Luar Negeri-——————-——- —
1. Pimpinan Perwakilan Luar Neger| adalan pimpinan eksekutif tertinggl dalar
‘ memimpin Partal di perwakilan luar Negerl untuk masa jabatan lima tahun;
| 2. Pimpinan Perwakilan Luar Negeri berfungsi melaksanakan kerja-kerja-----

' Partai di tingkat perwakilan Luar Negeri terkait konsolidasi, koordinasi, dan

optimalisasl kegiatan Partai dalam menghimpun, merumuskan, dan

memperiuangkan aspirasi rakyat;



3. Pimpinan Perwakilan Luar Negerl memiliki tugas, wewenang dan tanagur

jawab untuk; - - - -—

a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat Perwakilan Luar Negeri sesual--
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, Ketetapan----—-
Kongres dan Perwakilan Luar Negeri, Keputusan Rapat Kerja Nasional, -

Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri dan keputusan Partai lainnya sesual

_ Peraturan Partai;

b. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktual di tingkat Pimpinan —

Perwakilan Luar Negerl; e — S

C. Melakukan penyesuaian tEI'I"I'EdEp;StTIJI'EtUr kepengurusan vang ada di—-

tingkat Pimpinan Perwakilan Luar Negar melalui penambahan atau-—-—

penqurangan unit-unit kerja sesual kebutuhan Partai:
] d. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan Anggaran——--—
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres dan----——-—- -
Musyawarah Perwakilan Luar Negeri, keputusan Rapat Kerja Nasicnal,-.

Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri dan Keputusan Partai lainnya sesuai

Peraturan Partal;

e. Pimpinan Perwakilan Luar Negeri dapat membentuk lembaga, alat -———-

kelengkapan Partai, organisasi otonom, kemite-komite aksi dan unit-unit

kerja lainnya di tingkat perwakilan luar negeri Untuk melaksanakan —-

kegiatan sesuai program Partai;
l f. Pimpinan Perwakilan Luar Negeri dapat melakukan pergantian---—-———
fungsionaris pengurus Pimpinan Perwakllan luar Negeri dan melakukan
penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga Partal, organisasi ---
gtonorm, komite aksi dan unit kerja lainnya di tingkat perwakilan luar-—

negeri melalul pehambahan atau pengurangan kemposisi personalia; -
N

- W5 -



=t BAB v - =DREFEY

= PERMUSYAWARATAN

----- T T — =

= e Kangres -— —_

1. Kongres adalah permusyawaratan yang memagang kekuasaan tertinggi di

| Partai; - -

' 2. Kewenangan Kongres :

‘ a. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Angaaran Rumah-——

I Tangga; - i

b. Membahas dan menetapkan Platform Partai; ——-

. Membahas dan menetapkan garis besar program kerja untuk pericde—

I berikutnya;.
[ d. Membahas Laporan Pertanggungiawabian Dewan Pimpinan Pusat--—---
tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan dan keuangan Partai -—-
sesual rumusan auditor internal yang ditunjuk pada Rakernas serta ——

menilai laporan Dewan Pimpinan Pusat terhadap perjalanan organisas -

dalanysatu periode;

e. Membahas dan menetapkan rekomendasi kebijakan Partai; —-

f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum/Ketua Formatur dan Anggota—-

‘ Formatur; —-

4. Memilin dan menetapkan Ketua Majells Penasihat Partal;

h. Memilih dan menetapkan Ketua Mahkamah Partal.
‘ 3. Kongres diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat sekali —

dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta, peninjau, dan undangan —-

Korgres; -

E. Keputusan tentang pelaksanaan Kongres ditetapkan oleh Rapat Kerja——

- 7=



/Na sional;

e Pasal 24 A- o S

—=-—seee———-Peserta Kongres— - -

1. Peserta Kongres terdirl atas [---——-—mmmmmeee e

a. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat; i

b. Ketua dan Sekretaris Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat; -
c. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah, apabila bethalangan-—
' dapat diwakill berdasarkan Rapat Harian Dewan Pimpinan Wilayah; ——

I d. Ketua Dewan Pimpinan Daerah, apabiia berhalangan dapat diwakili—-

[ berdasarkan Rapat harian Dewan‘?pimpinan Daerah; -—

l . Ketua perwakllan luar negeri, apabila berhalangan dapat diwakili —-—

| berdasarkan Rapat Harian Perwakilan Luar Negeri;
| f. Ketuas-ketua Organisasi Otopom tingkat pusat vang memiliki struktur -

organisasi hingga tingkat cabang minimal 50 % (limapuluh persen) di -

seluruh wilayah Indonesia dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;

[ 2. Peninjau Kongres :

2. Seluruh anggota departemen Dewan Pimpinan Pusat; -

b. Anggota Majelis Penasihat Partal Dewan Pimpinan Pusat (MPP DPP); —

C. Ketua dan Anggota Mahkamah Partal;

d. Anggota istimewa; - -

e. Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah; ==

f. Anggota legislatif dan eksekutif tingkat pusat dari PAN; -

g. Ketua dan Anggota Dewan Pakar;-

I 3. Undangan Kongres adalah mereka yang diundang oleh dewan Pimpinan —

Pusat;

Q. Hak Suara dan hak bicara meliputi :

= -
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e ~——--=Pasa| 25 —--

3. Hak Suara dan hak bicara dimiliki oleh peserta; ==---—-

b. Hak bicara dimifiki oleh peninjau;

. Undangan tidak memiliki hak suara maupun hak bicara; -

—Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah adalah Permusyawaratan di tingkat wilayah yang—

d

iselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan wilayah;

|2 Kewenangan Musyawarah Wilayah; .-

| 2

. Menetapkan rekomendasi kebijakan Partai di tingkat Provinsi;

2.

- Membahas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah---—
tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan, dan kuangan Partai——

serta menilai laporan Dewan Pimpinan Wilayah terhadap kinerja—-———

organisasi dalam satu periode; -

- Menetapkan program kerja wilayah untuk periode berikutnya; —-——-——

. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah; —--—

Memilih danmenetapkan Ketua Farmatur/Ketua Dewan Pimpinan—-—-

Wilayah dan Angota Formatur; - :

‘ 3. Musyawarah Wilayah dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang ——

d

ihadiri oleh peserta Musyawarah Wilayah, peninjau Musyawarah ——-—-

Wilayah dan undangan Musyawarah Wilayah; --

‘ 4. Keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh—--

i

‘ Rapat Kerja Wilayah. ----

=3 Pasal 25 A .

Peserta Musyawarah Wilavah

1. Peserta Musyawarah Wilayah : =

%&tu orang utusan dari Dewan Pimpinan Pusat; =

- & -



b. Penigurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah; =

€. Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah; -—--—---—-
d. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah, apabila berhalangan -
[ dapat diwakill berdasarkan Rapat harian Dewan Pimpinan Daerah; -

e. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, apabila berhalangan dapat diwakili--—-

l berdasarkan Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang;
[ f. Ketua-Ketua Organisasi Otonom yang memiliki struktur organisasi hinga

tingkat cabang minimal 50% di seluruh Provinsi dan ditetapkan oleh——

Rewan Pimpinan Wilayah. R

I 2. Peninjal Musyawarah Wilayah tizrdiﬁ atas :

a. Anggota Mejelis Penasihat Partai Wilayah;

b. Seluruh pengurus dan anggota Badan di tingkat Wilayah; —-———-———

¢. Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah;

d. Anggota Legislatif dan Eksekutif tingkat wilayah dari PAN; ~————-———

e. Ketua Badan Otonom di tingkat Wilayah;

f. Undangan Dewan Pimpinan Wilayah.
‘ 3. Undangan musyawarah Wilayah adalah mereka yang diundang oleh —-—--

e ] Dewan Pimpinan Wilayah;

’ 4, Hak suara dan hak blcara Musyawarah Wilayah meliputi

| a. Hak suara dan hak bicara dimiliidi oleh peserta;

b. Hak bicara dimiliki oleh peninjau;—

c. Undangan tidak memiliki hak suara dan hak bicara. —

Pasal 26

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah adalah Permusyawaratan di tingkat Daerah yang ——

leei&nggarak'an atas undangan Dewan Pimpinhan Daerah;

-4l -




4Pwenangan Musyawarah Daerah ; —-—-—-- ' S

3. Membahas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah ———-
tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan dan ksuangan Partai -

serta menilal laporan Dewan Pimpinan Daerah terhadap perjalanan ——-

organisasi dalam satu periode;---- T

b. Menetapkan program kerja daerah untuk periode berikutnya; —----=-
c. Menetapkan rekomendasi kebijakan Partal tingkat kabupaten/Kota; ——

d.. Memilih dan menetapkan Ketua Formatur/Ketua Dewan Pimpinan -—-—---

I Daerah dan Anggota Formatur; - e .
. Memilih dan menetapkan Ketua Majells Penasihat Partai Dagrah; -———

- Musyawarah Daerah dilaksanakan sekall dalam 5 (lima) tahun yang——

dihadiri oleh peserta, peninjau, dan undangan;

. Keputusan tentang pelaksanaan Mus syawarah Daerah ditetapkan oleh rapat

Kerja Baarah.

——Pasal 26 A

Peserta Musyawarah Daerah

. Peserta Musyawarah Dagrah : T

a. 1 (satu) orang utusan dari Dewan Pimpinan Wilayah;

b. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah; =

c. Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah; < -
d. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang, apabila berhalangan—-

hadir dapat diwakill berdasarkan Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang;

e. Ketua Dewan Pimpinan Ranting apabila berhalangan dapat diwakili ——

l berdasarkan Rapat Harian Dewan Pimpinan Ranting

F. Ketua-Ketua Otonom yang memiliki struktur organisasi hingga —-----—-—

Q‘ugkﬁt cabang minimal 50% (limapuluh persen) di seluruh daerah dan

=)=



@l’ﬂpkﬂﬁ oleh Dewan Pimpinan Daergh, ——- —-

’ 2. Peninjau Musyawarah Daerah ! -

3. 2 (dua) orang utusan dari Pimpirian Pusat; —

b. Anggota Mejelis Penasihat Partal Dagrah;

c. Seluruh pengurus dan anggota Badan-badan Dewan Pimpinan Daerah;-

d. Ketua-ketua Majelis Penasihat Partai Cabang; s

e. Anggote Legislatif dan Eksekutif tingkat daerah:; —

f. Ketua Badan Otonom di tingkat daerah; - .

a. Undangan Dewan Pimpinan Daerah. -

b

3. Undangan Musyawarah Daerah.

2
)

4. Hak suara dan hak bicara Musyawarah Daerah :

a. Hak suara dan hak bicara dimiliki oleh peserta;

b. Hak bicara dimiliki oleh peninjau;

c. Undangan tidak memilikl hak suara maupun dan hak bicara, ~-————

Pasal 27

Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang adaleh Permusyawaratan dl tingkat Cabang yang —-

[ diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Cabang;

| 2. Kewenangan Musyawarah Cabang 1 —— i
, a. Membahas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang -—-
tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan dan keuangan Partal —-

serta menilal laporan Dewan Pimpinan Cabang terhadap perjalanan —

organisasi dalam satu periode; -

‘ b. Menetapkan program kerja cabang untuk periode berikutnya;

| ¢ Menetapkan rekomendasi kebijakan Partal tingkat kecamatan atau nama

lainnya;
-g1-




ﬂl’ﬂﬁmllih dan menetapkan Ketua Formatur/Ketua Dewan Pimpinan ——-

Cabang dan Anggota Formatur; -———---- -
" &, Memilih dan menctapkan Ketua Majells Penasihat Partal Cabang; ---——
] 3. Musyawarah Cabang dilaksanakan sekali dalam & (lima) tahun yang ———

dihadiri oleh peserta musyawarah cabang, peninjau musyawarah cabang -

dan undangan musyawarah cabang; S

l 4. Keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Cabang ditetapkan oleh -——

Rapat Kerja Cabang. —— w— S

‘ Pasal 27 A —

Peserta Musyawarah Cabang

| 1. Peserta Musyawarah Cabang : e

a. 1 (satu) orang utusan dari Dewan Pimpinan Daerah;

b. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang;

c. Ketua Majelis Penasihat Partai Cabang;

d. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Ranting, apabila berhalangan-—-
[ dapat diwakili berdasarkan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting; -—-—-
[. c. KetuasKetua Organisasi Otonom yang memiliki struktur organisasi——
hingga tingkat cabang minimal 50 % (limapuluh) persen di seluruh -——-

wilayah kecamatan dan dikukuhkan aleh Dewan Pimpinan Daerah; -—--

| 2. Peninjau Musyawarah Cabang :- 1 i

a. 2 (dua) orang dari utusan dari Dewan Pimpinan Wilayah; ---————

b. Anggota Majelis Penasihat Partai Cabang; T

c. Penaurus dan anggota-anggota Badan di tingkat Dewan Pimpinans=——--

[ Cabany; —- s

‘ d. Ketua Rayon;
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Qﬁdangan Musyawarah Cabang adalah yang diundang oleh Dewan--—-——



@ninan Cabang; -~ e

[ 4, Hak suara dan hak bicara Musyawarah Cabang: -

a.

b.

c,

Hak suara dan hak bicara dimilikl oleh peserta; - e

Hak bicara dimillki oleh peninjau; —_—

Undangan tidak memiliki hak suara dan hak bicara; e

— Pasal 28 s

- Musyawarah Ranting -

1. Musyawarah Ranting adalah Permusyawaratan di tingkat Ranting yang -

‘h.

diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Ranting;

d.

b.

C.
d.
e,

dihadiri oleh peserta musyawarah Ranting, peninjau musyawaraf -

Ranting dan undangan musyawarah Ranting;

Kewenangan Musyawarah Ranting :3 E—

Membahas Laporan Pertangqungjawaban Dewan Pimpinan Ranting ——
tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan dan keuangan Partal-—

serta menilai laporan Dewan Pimpinan Ranting terhadap perjalanan —

organisasi dalam satu periode; e
Menetapkan program kerfa Ranting untuk periode berikutnya; —-—-—-

Menetapkan rekomendasi kebijakan Partai tingkat kelurahan/ desa/ atau

nama lainnya; - -

Memillh dan menetapkan Ketua Formatur/Ketuz Dewan Pimpinan ——-

Ranting dan Anggota Formatur; —

Memillh dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partal Ranting; -

- Musyawarah Ranting dilaksanakan sekall daiam 5 (lima) tahun yang —-——

. Keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Ranting ditetapkan oleh ——

Rapat Kerja Ranting.

--—Pasgl 28 A

.ﬂ.



B R —— —Paserta Musyawarah Ranting

1 Peserta Musyawarah Ranting :

| a. 1 (satu) orang utusan dari Dewan Pimpinan Cabang; -

b. Pengurus Harian Dewan Pimginan Ranting; -

c. Selurih pengurus dan anggota Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan

[ Ranting; -—

d. Ketua dan Sekretaris Rayon; -

e. Ketua dan Sekretaris Subrayon; e s ey

f. Seluruh anggota Partai di Ranting tersebut. -

‘ 2. Peninjau Musyawarah Ranting : -

] a. Tokoh-tokoh masyarakat setempat yvang dianggap tepat oleh Dewan —

[ pimpinan Ranting;

| b. 2 (dua) orang utusan dari Dewan Pimpinan Dagrah.

1 3. Undangan Musyawarah Ranting adalah yang diundang oleh Dewan ———

| Pimpinan ranting (DPRE).

[ 4. Hak suara dan hak bicara Musyawarah Ranting

a. Hak swara dan hak bicara dimiliki oleh peserta;

k. Hak bicara dimilikl oleh peninjau;
. Undangan tidak memiliki hak suara maupun dan hak bicara. ——————--

Pasal 29

Musyawarah Perwakilan Luar Negeri

1. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri adalah Permusyawaratan di tingkat --

Perwakilan Luar Negeri yang diselenggarakan atas undangan-—-————

Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Neger|;
[ 2. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri dilaksanakan sekall dalam 5 (lima)-—

Qahun, yang dihadiri aleh peserta, peninfau, dan undangan musyawarah —

1
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l’;emaklfan luar hegeri; i

] 3. Peserta Musyawarah Perwakilan Luar Negeri terdiri atas :

ga. Satu orang utusan dari Dewan Pimpinan Pusat; -
b. Seluruh pengurus pimpinan perwakilan luar negeri; -———————-—- =

c. Ketua, sekretaris dan bendahara Majelis Penasihat Partai Perwakilan ——

Luar Negeri, -

. Penirijau Musyawarah Perwakllan Luar Negeri terdiri atas anggota Majalis-

Penasihat Partal Perwakilan Luar Negeri; -

- Undangan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri adzlah pihak yang———-

diundang oleh Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;

. Hak Suara dan Hak Bicara Musyawarah Perwakilan Luar Negeri meliputi :-

a. Hak suara dan hak bicara dimiliki oleh peserta;

b. Hak bicara dimiliki oleh peninjau; -

c. Undangan tidak memiliki hak suara maupun dan hak bicara, -——————-

BAB VI -

PERMUSYAWARATAN LUAR BIASA

Pasal 30 -

Struktur Permusyawaratan Luar Bigsa >

. Struktur permusyawaratan luar biasa terdiri atas Kongres Luar Biasa, -—----

Musyawarah Wilayah Luar Blasa, Musyawarah Dasrah Luar Biasa, ——-—-—--

Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting Luar Biasa, —-—--

Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Luar Biasa;

. Struktur Permusyawaralan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat--

(1) dilaksanakan dalam hal Ketua Umum dan atau Ketua:

1. Berhalangan tetap;

L\Eﬁeninggal Dunia; zec
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r3- Mengundurkan diri; S

| 4. Diberhentikan. —-
} 3. Ketua Umum dan atau Ketua diberhentikan dari jabatennya apabilg : -——-
| 4. melakukan tindak pidana kriminal yandg ancaman hukumannya 5 --—-—---

(lima) tahun dan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki —-—---

kekuatan hukum tetap;

b. Terbukti melakukan perbuatan tercela yang merusak citra Partai.~—~—--

| 4. Struktur Permusyawaratan Luar Biasa terdiri atas Kongres Luar Biasa, —---
| Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Msuyawarah Daerah Luar Baisa, ————-—

Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting Luar Biasa, ———

Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Luar Biasa;-
‘ 5. Dewan Pimpinan Partai harus menyelenggarakan Permusyawaratan Luar -
| Biasa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah usulan resmi —-—————
Pemberhentian Ketua Umum/Ketua terpenuhi, apabila tidak dilakukan -—-

maka Majelis Penasihat Partai sesuai tingkatannya masing-masing wajib —

memberikan peringatan tertulls; -———
’ 6. Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan perama————-
diabaikan maka Majelis Penasihat Partal wajib berikan peringatan kedua, -
apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan kedug —---

diabaikan juga maka Majelis Penasihat Partal dapat mengambil --—-—-—-

penyelenggaraan permusyawaratan |uar biasa;

‘ /. Permusyawaratan Luar Biasa dapat diadakan selambat-lambatnya 1 —-—--

{satu) tahun sebelum Pemilu dilaksanakan;

' 8. 6 (enam) bulan sebelum Pemilu dan 6 (enam) bulan sebelum Kongres ——

dilaksariakan, Permusyawaratan Luar Biasa lidak bisa dilakukan; -—-—-—-—--

|
| 9. ketentuan tentang Penyelenggaraan Permusyawaratan Luar Blasa—-—-—-—

—— .

-"""\-.‘_‘_H_" |
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayal (3), avat (4),

ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sama dengan ketertuan —--——-

permusyawaratan.— == - SIS

. BAB VII SER S

KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

—-——Pasal 31 -

—_—— Korum Pengambilan Keputusan -

1. Pengambllan keputusan dalam permusyawaratan atau rapal Partal ————
dinyatakan memenuhi korum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangya ¥

(satu per dua) dari jumlah peserta ditambah saty yang seharusnyg --------

menghadiri; - -
' 2. Korum pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),----

‘ apabila belum terpenuhl maka permusyawaratan atau rapat Partai dibuka

untuk selanjutnya di skors selama satu fam; »
3. Apabila masih belum memenuhi korum, sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), permusyawaratan atau rapat Partai tetap dilanjutkan dan dinyatakan-

sah apabila telah dihadiri sekurang-kurangya sepettiga dari jumlah peserta

dan dapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan;
4. Ketentuan tentang Korum Pengambilan Keputusan sebagaimane dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan —

Partali,

Pasal 32 -

Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dalam permusyawaratar dan atau rapat Paral —

| divtamakan dengan musyawarah mufakat; -

2. Jika tidak tercapal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada-——
T =57«
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ayat (1), dilakukan pemungutan suara dan keputusan diambil berdasarkan

SUBMR LEIDBNYRI s e

3. Apabila hasil pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak hasilnya ----

‘ sama, maka pemungutan suara diulang sampai memperoleh salisih suara

terbanyak; ——-=-—--

4. Ketentuan tentang pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada -

| ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur leblh lanjut dalam Peraturan Partai -

- BAB VIII

ememeea-—-RAPAT-RAPAT PARTAI

-Pasal 33 - e

Rapat Kerja =

1. Rapat Kerja adalah jenis rapat Partai yang kedudukannya satu tingkat —-—

_ | di bawah permusyawaratan yana dilaksanakan minimal satu tahun sekali;
| 2. Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirl atas Rapat Kerja
Nasional (Rakenas), Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), Rapat Keria Daerah -
(Rakerda); Rapat Kerja Cabang (Rakercab), Rapat Kerfa Ranting---———-—
(Rzkeran), dan Rapat Kerja Perwakilan Lugr Negerl (Raker-PLN); ———-—

3. Peserta Rapat Kerja adalah unsur Dewan Pimpinan Partai di tingkatan ——
tersebut termasuk Ketua Majelis Penasihat Partai, Ketua Mahkamah Partai,

dan Ketua serta Sekretaris Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di ===s-=—--

bawahnya;
| 4. Peninjau Rapat Kerja adalah Sekretarls dan anggota Majelis Penasihat—-

Partal di tingkatan tersebut beserta Sekretaris dan anggota Mahkamah-—-

Partai dan Ketua dewan pimpinan dua tingkat di bawahnya.

5. Kewerangan Rapat Kerja adalah : ——-

a. Menjabarkan hasil permusyawatan dalam bantuk program kerja;

S
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ﬂ Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam sebagai bagian dari—-

|
|

|

penjabaran hasil permusyawaratan kebijakan yang tak terlaksana dalam

periode sebelumya; —-———-- - ——

¢. Mengevaluasi kinerja pimpinan Partai, anagota leglslatif dan eksekutif —

[ selama masa waktu periode Rapat Kerja sebelumnya; -

d. Merumuskan dan menetapkan kebljakan dah program pemenangan ——-

fi

pemily; = s
e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan materl-mater] —-—————-

permusyawaratan termasuk materi usufan perubaban Anggaran Dasar -

dan usulan Anggaran Rumah Tangga; .

f. Menetapkan pedoman kerja Partai vang diamanatkan oleh Anggaran-—-

Diasar dan Anggaran Rumah Tangga;

0. Merumuskan, mermbahas dan menetapkan kebijgkan lain yang——————

\ diputuskan berdasarkan agenda rapat. -

I& Ketentuan tentang Rapat Kerja segaimana dimaksud pada ayat (1), ayst—

(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan—

Partal. S _

Pasal 34 e

Rapat Paripurna

1. Rapat Paripurna adalah jenis rapat Partal yang kedudukannya satu tingkat

di bawah Rapat Ketja yang dilaksanakan minimal enam bulan sekall; —

J 2. Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat—

Paripurna Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Paripurna Dewan Pimpinan =—--—
Wilayah, Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Daerah, Rapat Paripuma ----—

Dewan Pimpinan Cabang, Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Ranting, dan-

Rapat Paripurna Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;

-



. Kewenangan Rapat Paripurna adalah :

. Peserta Rapat Paripurna adalah semua unsur pimpinan Partal Ketua Majelic

Penasihat Partai, Ketua Mahkamah Partai, Ketua Lembaga Partai, Ketua—
dan anggota departemen/komisi/Biro/Bagian/SeksijUnit sesugi—=s--ess—-

tingkatannya, serta fraksi dan/atau kader di lembaga legislatif dan kader di

lembaga eksekutif; S — —

- Dewan pimpinan Partal dalam kondisi tertentu dapat mengundang -—-—-——--

peninjau Rapat Paripurna yang ditentukan berdasarkan keputusan Partal,-

a. Menjabarkan hasil Rapat Kerja dalam bentak progrant kegiatan; —-——

b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Partal sebagai bagian dari ——

penjabaran hasll Rapat Kerja; - -

€. Mengevaluasi kinerja dewan pimpinan Partai dan laporan fraksi;

d. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan lain vang

diputuskan berdasarkan agenda rapat.

. Ketentuan tentang Rapat Paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur leblh lanjut dalam ——---

Peraturap Partal. --
Pasal 35

L

Hapat Pleno

Rapat Pleno adalah jenis rapat Partal yang kedudukannya satu tingkat di -

bawsah Rapat Parlpurna yang dilaksanakan minimal tiga bulan sekali; -—=---

| 2, Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirl atas Rapat Pleno

Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah, Rapat -—
Pleno Dewan Pimpinan Daerah, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang, -—-

Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting dan Rapat Pleno Pimpinan —-—--——--

4 Perwakilan Luar Negeri; - -

N\



’ﬁeserta Rapat Pleno adalah semua unsur Dewan Pimpinan Partal, Ketua --

Majells Penasihat Partal, Ketua Mahkamah Partai, Ketua -

departemen/komisi/Bira/Baglan/Seksi/Unit sesuai tingkatannya, serta frake

dan/atau kader di lembaga legislatif, dan kader di lembaga eksekutif; -—--
[ 4, Dewan Pimpinan Partai dalam kondisi tertentu dapat mengundang -——-

peninjau Rapal Plenn yang ditentukan berdasarkan keputusan Paral; ——

J 3. Kewenangan Rapat Pleno adalah :

a. Merurmuskan dan menetapkan kebijakan Partal sebagal bagian dari --—-

penjabaran sebagal hasil Rapat Kerja dan atau Rapal Paripurnia; —————

| b. Membahas dan menetapkan penempatan Kader di'lembaga eksekutif: —

l ¢. Membahas dan menetapkan sUsunan pengajuan pencalonan anggota --

| legisiatif; —-— —
|

[ d. Membahas dan menetapkan komite aksi dan atau unit kerja Partai untul

, melaksanakan kegiatan adfioc sesuai program Partai;
| e. Mengesahkan hasil Rapat Harian Dewan Pimpinan Partal gan-—-——-—-—-
membahas permasalahan yang harus diputuskan segera melaluj-—--—-—--

mekanisme pengambilan keputusan Partai tentang kehijakan Partal yan

tidak bisa diputuskan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Partai; ——

| f. Mengambil keputusan strategis tentang kebijakan Partai yang tidak bisa

diputuskan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Partai;

j h. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebljakan lain yang———

diputuskan berdasarkan agenda rapat;—-

| 6. Ketentuan tentang Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -—

| ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Partal.

K S pasal 36 :
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Rapat Harian

1. Rapat Hatian adalah jenis rapat Partal yang kedudukannya satu tingkat di

l bawzh Rapat Pleno yang dilaksanakan minimal satu buian sekall;
‘ 2. Rapat Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat—-—-
Harian Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Harian Dewan Pimpinan Wilayah, —
Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah, Rapat Harian Dewan Pimpinan -—-

Cabanag, Rapat Harian Dewan Pimplnan Ranting, dan Rapat Harian-—--—--

Pimpinan Perwakilan Luar Negeri; y

l 3. Peserta Rapat Harjan adalah semua unsur pengurus harian Dewan
Pimpinan Partai, pimpinan fraksl di lembaga legislatif, kecuall dalam hal---
fraksi gabungan maka dihadiri oleh salah seorang anggota legislatif; —---—

4. Dewan pimpinan Partai dalam kondisi tertentu dapat mengundang —--——

‘ peninjau Rapat Harian yang ditentukan berdasarkan keputusan Partai; ——

5. Kewenangan Rapat Harian adalah : -—-
| a. Membahas dan menetapkan kegiatan dan program Partal yang akan -

sedang dan telah dilaksanakan sesual tingkatan perkembangannya —---

besera tantangan dan permasalahan yang dihadapi;

‘ b. Membahas dan membentuk komite aksi dan atau unit kerja Partal untuk

| melaksanakan kegiatan aghoc sesual program Partal;
! c. Membahas permasalahan yang harus diputuskan segera melalui-———

mekanisme pengambilan keputusan Partai dalam Rapat Harian tentang

kebijakan Partai yang strategls dan mendesak;
‘ d. Mengambil keputusan strategis tentang kebijakan Partal dalam ~———-- ~-
] menyikapl persoalan internal maupun eksternal yang mendesak; -———

| e. Merumuskan, membahas, dan menetapkan kebijakan lain yang--—---—--

Qmsican berdasarkan agenda rapat.
P




metentuan tentang Rapal Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -—

ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lesih fanjut dalam —-——-——

Peraturan Partai,--— .

Pasal 37

..... Rapat Pimpinan

1. Rapat Pimpinan adalah jenis rapat konsolidasi Partai yang bersifat-—--——

koordinatif dan atau konsultatif, dilakukan berdasarkan kebutuban dan-——

dapat diadakan sewaktu-waktu; —— -
2. Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat —
Pimpinan Nasional, Rapat Pimpinan Wﬂayah* Rapat le‘pinan Daerah, —

Rapat Pimpinan Cabang, Rapat Pimpinan Ranting, dan Rapat Pimpinan-—-

Perwakilan Luat Negeri; - —
3. Peserta Rapat Pimpinan adalah semua unsur pimpinan dan Ketua dewan -
pimpinan Partai satu tingkat di bawahnya, Ketua Majells Panasihat Partal,

Ketua Mahkamah Partai, fraksi di lembaga legislatif dan kader di lembaga

Eksekutif; --— =
| 4. Dewan pimpinan Partai dalam kondlsi tertentu dapat mengundang ———---

| peninjau Rapat Pimpinan yang ditentukan berdasarkan keputusan Partai; -

‘ 5. Kewenangan Rapat Pimpinan adalah :
a. Membahas persoalan strategis yang harus disikapi Partai; «---—see—-m

b. Merumuskan rekomendasi kebijakan Partal atas persoalan strategis vanc

harus diputuskan segera melalul mekanisme pengambilan keputusan-—

Partai dalam hirarki pengambilan keputusan yang lebih tinggl; -—-——-—---

‘ ¢. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan lain yang-

l diputuskan berdasarkan agenda rapat.

6. Ketentuan tentang Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

i Gy



ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam —-—-—

Peraturan Partal, -

| --——Pasal 38 - e —

- Rapat Koordinasi
I L. Rapat Koordinasi adalah jenis rapal konsolidasi struktural Partai yang--—

bersifat koordinatif dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat diadakan

sewaktu-waktu;

| 2. Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat-
Koordinasi Nasional, Rapat Koordinasi Wilayah, Rapat Koordinasi Daerah, -

Rapat Koordinasi Cabang, Rapat Koordinasi Ranting, dan Rapat Koordinas!

Perwakilan Luar Negeri; - —
J 3. Peserta Rapat Koordinasi adalah Pimpinan badan/lembaga beserta Ketua -

Departemen/Komisi dan atau Ketua Biro/Bagian/Seksi/Unit satu tingkat di

Bawahnya; ~-——-
| 4. Dewan pimpinan Partal dalam kandisi tertentu dapat mengundang —-——

| peninfau Rapat Koordinasi yang ditentukan berdasarkan keputusan Partai;

‘ 5. Kewenangan Rapat Koordinasi adalah :
| 3. Membahas perencanaan strategis, pengorganisasian, pelaksanaan, -—-

monitoring, dan evaluasi program sektoral beserta permasalahan, —-—-

tantangan dan solusinya;

[ b. Membentuk perangkat pelaksana berdasarkan tingkatan

pengorganisasian sesual kebutuhan;

‘ ¢. Merumuskan rekamendasi kebijakan Partal atas pelaksanaan program--

kerja Partal yang harus diputuskan segera melalul mekanisme

pengambilan keputusan Partai dalam hirarki pengambilan keputusan ---

. yarig lebih tinggl; e —-

-



d. Merumuskan, membahas, dan menestapkan kebijakan |ain yang———

! diputuskan berdasarkan agenda rapat.
! 6. Ketentuan tentang Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1.

ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lamjut dafam Peratura

Partai.- — g - .

- Rapat Konsultzsi

{ -Pasal 39 —

I 1. Rapat Konsultasi adalah jenis rapat konsolidasi struktural Partal yang —-—

bersifat konsultatif dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat diadakan

-
<

sewaktu-waktu; —
‘ 2. Peserta Rapat Konsultasi adalah Seluruh unsur pimpinan beserta alat ——-—

kelengkapan Partai, Ketua Majelis Penasahat Partai, dan Ketua Mahkamah

Partal;

‘ 3. Kewenangan Rapat Konsullasi adalah ;
[ 3. Membahas perencanaan strategis, pengorganisasian, pelaksanaan, -—--

| monitoring, dan evaluasi program sektoral beserta permasalahan,——-—-

fantangan dan solusinya; —- ———- -

| b. Merumuskan perangkat pelaksana berdasarkan tingkatan =-——-——u--

pengorganisasian sesuai kebutuhan;

I' ¢. Merumuskan rekemendasi kebijakan Partai atas pelaksanaan program -

kerja Partal yang harus diputuskan segera melalui mekanisme -

pengambilan keputusan Partal dalam hilrarki pengamblian keputusan -—

yang lebih tinggi. -

‘ d. Merumuskan, membabas, dan menetapkan kﬂbijakan lain yang

1 diputuskan berdasarkan agenda rapat. -

Qﬂel&nlu&n tentang Rapat Kansultasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
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@{ 2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partaj.—---—--—---
--Pasal 40 =

——--Rapat Teknis R et
1. Rapat Teknis adalah jenis rapat konsolidasi struktural dan atau fungsional

| Partal yang bersifat teknis pada bidang tertentu, dilakukan berdasarkan—-

kebutuhan dan dapat diadakan sewaku-waktu; -

| 2. Peserta Rapat Teknls adalah seluruh unsur pengurus Partal yang —-—-—

J ditugaskan dalam kegiatan teknis; —— -

‘ 3. Kewenangan Rapat Teknis adalah : —
1 a. Merumuskan, membahas, dan menetapkan perencangan strategis, —-

pengorganisasian, pelaksanaan, menitoring dan evaluasi program-——--

sektoral beserta permasalahan, tantangan dan solusinya;
I b. Merumuskan, membahas dan menetapkan perangkat pelaksana——-—

| berdasarkan tingkatan pengorganisasian sesuai kebutuhan; —--—————-
[ €. Merumuskan dan membahas rekomendasi kebijakan Partai atas -—-—---—
pelaksanaan program kerja Partal yang harus diputuskan segera melalui

mekapisme pendgamblizn keputusan Partal dalam hirarki pengambilan --

keputusan yang lebih tinggi; —-

l d. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan lain yang--———-——-

| diputuskan berdasarkan agenda rapat. -
‘ 4, Ketentuan tentang Rapat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), —

[ ayat (2), dan ayat (3) diatur lebif lanjut dalam Peraturan Partai,—-—-s=—

-~ -BAB [X - -

TATA URUTAN ATURAN PARTAI

- Pasal 41— S —

-—Tata Urutan Dan Kewenangan Aturan Partal-—--——-—-—--— e

oy



ﬁata urutan peraturan Partai terdiri dar ; --———seememeeeee

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanoga; -

b. Ketetapan Kongres; —-

¢. Peraturan Partai; -

d. Keputusan Rapat Kerja Naslonal;

1]

. Keputusan Rapat Paripurna; — ---

Th

Keputusan Rapat Pleno DPP PAN; -

g. Keputusan Rapat Harian DPP PAN; .

h. Ketetapan Musyawarah Wilayah,; - - -

Keputusan Rapat Kerja Wilayah; —

Keputusan Rapat Pleno DPW PAN; -—-—

k-

=

. Keputusan Rapat Harian DPW PAN; —

—_—

. Ketetapan Musyawarah Daerah;

m. Keputusan Rapat Kerja Daerab; e

n. Keputusan Rapat Pleno DPD PAN;

0. Keputusan Rapat Harian DPD PAN;

p. Ketetapan Musyawarah Cabang;

. Keputusan Rapat Cabang;

r. Ketetapan Musyawarah Ranting;

5. Keputusan Rapat DPRt PAN.—

. Kewenangan dan putusan peraturan Partai yang lebih rendah tidak boleh-

bertentangan dengan kewenangan dan putusan yang lebih tinggj;-———--—

. Ketentuan tentang Tata Uratan Ataran Partai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diatur leblh lanjut dalam Peraturan Partai. ————

BAB X - S —

KEPENGURUSANM

LGy -



/ Pasal 42 —

- Kepemimpinan Kolektif Kolegial ——-—-—-——-—-

1. Kepengurusan Partai digerakkan berdasarkan prinsip kepemimpinan ——-
kolektif kolegial sebagail dewan pimpinan Partai yang secara bersama dan

sifergis membuat kebijakan melalul keputuszn Partai yang dihasilkan -----

dalam rapat-rapat Partal; -
2. Setiap kebijakan dan keputusan Partal yang telah diputuskan secarg —--—--
kolektif mengikat semua Unsur Partal dan perubahannya wafib dilakukan -

melalul rapat sejenis atau rapat Partal yand memiliki hirarkl pengambilan -

keputusan 1 (satu) tingkat lebib tinggi;
‘ 3. Setiap unsur Partai wajib mentaati dan menjalankan keputusan Partal dan

bagl yang melanggar kebijakan dan keputusan kolektif tersebut diberikan

sanksi organisasi; ——

‘ 4, Ketentuan mengenai kepemimpinan kolektif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayal (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai -

tentang pengambilan kebijakan dan keputusan Partai. --

o Pasal 43 —

B Syarat Pengurus Partaj--—-———--

1. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat harus bertempat tinggal di Wilayah —-—

Republik Indonesia; ——————-

2. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan——

' Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, Pimpinan Rayan dan—--—--—

Subrayon, serta Pimpinan Perwakilan Luar Negeri harus

bertempat tinggal di tempat kedudukannya masing-masing;
3. Sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan—-——-

tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan vang telah ——-

< -



‘5.

[

8.

mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak teribat dalam ———-—- o

penyalahgunaan narkoba:- -

. Setiap pengurus Partai harus telah mengikuti perkaderan Partal yang--—-

dibuktikan dengan sertifikasi perkaderan dan atau surat keterangan dati—
pimpinan Partai bahwa yang bersangkutan pemah mengikuti perkaderan -

dan atau sural pernyataan bahwa yang bersangkutan akan mengikuti -———

perkaderan Partal; — —-

. Bagi anggota atau tokoh masyarakat yang sedang menjadi anggota ———-

legislatif atau eksekutif harus melunasi kewajiban konstribusinya sesuai-—
ketentuan yang ditetapkan oleh Partai yang dibuktikan dengan tanda-—--—

pembayaran atau berdasarkan stirat keterangan dari pimpinan Partal ---—

setempat atas dasar laporan dari Bendahara;
Bagl anggota yang pemah diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat——

sebagai anggota Partal harus mendapatkan rehabilltasi terlebih dahulu-—

yang dibuktikan dengan keputusan Partai:
Untuk menjadi pengurus harian dewan pimpinan Partal disetiap tingkatan
harus pernah membaktikan diri sebagal pengurus Partai 1 (satu) tingkalt di

bawahnya minimal dalam 1 (satu) periode kepengurusan atay ——--————-

sedang/pernah menjadi anggota legislatif/eksekutif;
Ketentuan tentang syarat pengurus Partai sebagaimana pada ayat (1), -—-

ayat (2), avat (3), ayat (4) ayat (5) ayat (8), dan ayat (7) diztur lebih -——-

lanjut dalam peraturan Partal.

—— Pasal 44

1.

2

—-Kewajiban Pengurus Partai -

Taat dan patuh pada keputusan, ketentuan, dan aturan Partai; -———————

Melaksanakan tugas pokok dan fungs! pengurus;

- i3 =



ékﬁf mengikuti rapat pengurus dan keglatan Partai; r - -

4. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Partal; —

5. Melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan Partai; ——

6. Menjaga nama baik, citra dan kehormatan Partai; e

7. Aktif menyampaikan permyataan, pendapat, dan opini melzlul media masa,

media sosial maupun partemuan tatap muka yang dapat meningkatkan -—

citra dan kehormatan Partai di tengah masyarakat.

Pasal 45 --

Larangan Pengurus Partai-—- e

1. Melakukan rangkap jabatan baik secara struktural maupun secara

fungsional atau larangan lain yang diatur berdasarkan ketentuan

perundang-undangan; —-

‘2.. Membantu Partal lain dan atau anggota Partai fain dalam kontestas| -----—

| Pemilu;

]-3. Melakukan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, dan atau jabatan -——

| untuk kepéntingan pribadi atau golongan;

[4. Melakukan tindak pidana dan atau perbuatan tercela yang terbukti secara

hukum dan berakibat merugikan nama baik Partai.

- —-Pasal 46

Masa Pengurus Bakti
L. Masa bakti kepengurusan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan sesudahnya

dapat diplih kembali berdasarkan keputusan permusyawaratan Partai; -—--

2. Masa bakti pengurus berakhir pada saat terpilihnya kepengurusan baru -

[ herdasarkan keputusan permusyawaratan Partai;

Pasal 47

Ho
|\ -Pengesahan Pengurus Partai

.



éurat Keputusan Pengesahan pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat-—-

dilakukan berdasarkan :

a. Keputusan rapat Ketua Umum/Ketua Formatur dan anggota formatur -

hasi| Kongres; . et

‘ b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh——-—
[ Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinar Pusat, ~———-—

1 2. Surat Keputusan Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinzn Pusat dilakukan

berdasarkan : .
a. Keputusan Ketua Majelis Penasihat Partal Dewan Pimpinan Pusat;——

E s
b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh —-—

’ Ketua Umum dan Sekrataris Jenderal. ——

‘ 3. Surat Keputusan Pengesahan Mahkamah Partai dilakukan berdasarkan - --

] . Keputusan Ketua Mahkamah Partai terpilih, Ketua Umum/Ketua

Formatur terpilih, Ketua Majelis Penasihat Partai terpilih, dan Ketug-—--

Dewan Kehormatan;

[ b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh------

| Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

l 4. Surat Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Majelis-
Penasihat Partai Dewan Pimpinan Wilayah dilakukar berdasarkan ; ————
a. Surat Keputusan Dawan Pimpinan Pusat yang ditandatangani olch Ketus

Umum dan Sekretaris Jenderal selambat lambatnya 30 (tigapuluh) hari

sefak usulan Pengesehan pengurus diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat

yang diajukah oleh Formatur terpilih dalam Musyawarah Wilayah setelal

memenuhi persyaratan ;

(1) Berita acara Musyawarah Wilayah; -

(2) Berita acara rapal formatur yang ditandatangani sedikitnya setangar

-~



@h satu dari jumlah anggota formatur:
! (3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani —

berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan -

penandatanganan dengan penuh tanagung jawab oleh anagota —

formatur yang tidak menandatangani berita acara;

J (4) Surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota ----—-

| pengurus yang diusulkan.
l b. Dewan Pimpinan Pusat dengan alasan kuat yang dapat dibuktikan -—-
bahwa usulan tersebut masin memiliki kekurangan, kelemahan dan--—-
atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Partai setelah -—-—-—--
diputuskan dalam rapat harian, dapat menunda menerbitkan Surat-—
Keputusan Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah dan —
Majells Penasihat Partal Dewan Pimpinan Wilayah tersebut untuk--———
selanjutnya diperbalki dan diajukan kembali selambat-lambatnya 15 -—

(limabelas) hari setelah adanya surat pemberitahuan dari Dewan-——

Pimpinan Pusat . ==
. ‘ 5. Surat Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Mejelis —-——-—
Penasihat Partai Dewan Pimpinan Daarah dllakukan berdasarkan : -————

a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani aleh Ketuz

Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat selambat
lambatriya 30 (tigapuluh) hari sejak usulan Pengesahan pengurus----—-

diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat yang diajukan oleh Formatur -—-----

terpilih dalam Musyawarah Daerah setelah mendapatkan surat

rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah dengan terlebih dahulu —--

memenuhi persyaratan sebagai berikut ; —-

(1) Berita acara Musyawarah Dasrah;

S




KJ_'J Berita acara rapal formatur yang ditandatangani sedikitnya setengak

| lebih satu dari jumiah anggota formatur; e

\ (3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani —

berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan

penandatanganan dengan penuh tangaung jawab oleh anggota -

formatur yang tidak menandatangani berita acara;

[ (4) Surat Perpyataan kesediaan menjadi pengurus aleh anggota--—-—--

[ pengurus yang diusulkan; s

(5) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Paraturan Partal.
3

| b. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari surat rekomendasi Dewan

Pimpinan Wilayah belum diterbitkan dan semua persyaratan pergajuan

telah terpenuhl, Dewan Pimpinan Pusat menetapkan Surat Keputusan

Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah
‘ 6. Sural Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Mejells -—-—-—

Penasihat Partal Dewan Pimpinan Cabang dilakukan berdasarkan : ——-——

2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah yang ditandatangani oleh—

Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah -

selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) harl sejak usulan Pengesahan-—-—
pengurus diterima oleh Dewan Pimpinan Wilayah yang diajukan oleh—
Formatur terpilth dalam Musyawarah Cabang setelah mendapatkan-—

sural rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah dengan terlebih-----—

dahulu memenuhi persyaratan sebagai berfkut ~5

(1) Berita acara Musyawarah Cabang;

(2) Berita acara rapat formatur yang ditandatangani sedikiya setengat

lebih satu dari jumlah anggota formatur; -

(3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani -
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Kgrlta acara, dibuat berita acara alasan penolakan

penandatanganan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota --—

farmatur yang tidak menandatangani berita acara;

I (4) Surat Pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota -—--—-

[ pengurus yang diusulkan; =-—-——--—- -- -
[ b. Apablla dalam waktu 14 fempat'bejas] hari surat rekomendasi Dewan
Pimpinan Daerah belum diterbitkan dan semua persyaratan pengajuan

telah terpenuhl, Dewan Pimpinan wilayah menetapkan Surat---——-—=--

Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang —
/. Surat Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting dan Mejells-—-——
Penasihat Partai Dewan Pimpinan Ranting dilakukan berdasarkan : ————

a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah yang ditandatangani oleh —

Ketua dan Sekretaris Dawan Pimpinan Daerah
selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak usulan Pengesahan——
pengurus diterima oleh Dewan Pimpinan Daerah yang diajukan oleh---
Formatur terpilih dalam Musyawarah Ranting setelah mendapatkan---

suragrekomendasi darf Dewan Pimpinan Cabang dengan terlebih ——

dahulu memenuhl persyaratan sebagal berikut : -

(1) Berita acara Musyawarah Ranting; =

(2) Berita acara rapat formatur yang ditandatangani sedikitnya setengat

[ lebih satu dari jumlah anggota formatur;

I (3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani ---

berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan

penandatanganan dengan penuh t2nggung jawab oleh anggota —

formatur yang tidak menandatangani berita acara;

(4) Surat Pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota-——-—

-7



@ngumﬁ yang giusulkan; —-——e e

l b. Apablla dalam waktu 14 (smpat belas) hari surat rekomendasi Dewan
Pimpinan Cabang belum diterbitkan dan semua persyarstar pengajuan

tetah terpenuhi, Dewan Pimpinan Daerah menetagkar Surat —-

Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting, --—
8. Surat Pengesahan Pengurus Pimpinan Rayon dan Subrayon besertg -=-—- =

Majelis Pertimbangan Partai Pimpinan Rayon dan Subrayon PAN dlilakukan

berdasarkan : -- - -
] d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang yang ditandatangan| oleh -
Ketua dan Sekretaris Dewan Pﬁmﬁinan Cabang selambat-lambatnya -—
15 (limabelas) hari sejak usulan Pengesahan pengurus diterima oleh -
Dewan Pimpinan Cabang yang diajukan oleh Formatur terpilih dalam--

Musyawatah Rayon dan Subrayon setelah memenuhi persyaratan ; —-

(1) Beritz acara Musyawarah Rayon dan Subrayon:——--

(2) Berita acara rapat formatur yang ditandatangani sedikitnya setenqat

lebih satu dari jumiah anggots formatur; - _—

| (3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani ---

berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan

penandatanganan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota -—

formatur yang tidak menandatangani berita acara;

| (4) Surat Pemyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota —--——

‘ pengurus yang diusulkan; -
l b. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari surat rekomendasi Dewan
Pimpinan Ranting belum diterbitkan dan sémua persyaratan -—--——

pengajuan telah terpenuhi, Dewan Pimpinan Cabang menetapkan -—

- Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Rayon dan Subrayon,

T



@m’t Pengesahan Pengurus Pimpinan Perwakilan Luar Neger dan

Majelis Pertimbangan Partal Pimpinan Perwakilan Luar Negeri PAN

g i

dilakukan berdasarkan :

a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani olel —-

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat salambat-
lambatnya 15 (limabelas) hari sejak usulan Pengesahan penaurus —--
diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat yang diajukan oleh Formatur—--

terpilih dalam Musyawarah Perwakilan Luar Negeri setelah memenuhi-

persyaratan :

(1) Berita acara Musyawarah Perwakilan Luar Negeri;

(2) Berita acara rapat formatur yang diandatangani sedikitnya setengab

lebih satu dari jumiah anggota formatur;

(3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani -—

berita acara, dibuat berita acarz alasan penolakan

penandatanganan dengan penuh tanggung jawab aleh anggota —

formatur yang tidak menandatangani berita acara; -—-

| (4) Surat Pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota-—-——

‘ pengurus yang diusulkan;
. Dewan Pimpinan Pusat dengan alasan kuat yang dapat dibuktikan-—-—
bahwa usulan tersebut masih memiliki kekurangan, kelemahan dan -
atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Partai setelah --—-—
diputuskan dalam rapat harian, dapat menunda menerbitkan Surat —
Keputusan Pengesahan Kepengurusan Pimpinan Perwalkilan Luar—--——
Negeri dan Majelis Pertimbangan Partal Pimpinan Perwakilan Luar --—

‘\Ne\geri tersebut untuk selanjutnya diperbaiki dan diajukan kembali--—-
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selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah adanya surat

pemberitahuan darl Dewan Pimpinan Pusat.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pimpinan Partai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (8), ayat (7), --

ayal (B), dan ayat (9), diatur dalam Peraturan Partal.

---Pasal 48 --

Susuhan Kepengurusan

1. Secara fungsional Partal dikelola oleh Dewan Pimpinan Partal, Maje|ls-—-—

J Penasihat Partai dan Mahkamah Partai; - S es e

2. Dewan Pimpinan Partai terdiri dari L?nsur Pimpinan Partai;

3. Unsur Pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat adalah :

‘ a. Pengurus harian yang terdiri atas Ketua Umum, Wakll Ketua Umum, —
I

Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua-ketua Badan, Wakil -------

‘ Sekretaris Jenderal, Bendahara; -— -

' b. Wakil Ketua Umum sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;

¢. Ketua Badan sesuai dengan pembagian tugas pada bidang-bidang ——

‘ tertentu;

‘ d. Wakil Sekretaris Jenderal sesual dengan jumiah pembagian tugas pada

bidang-bidang tertentu; —
e, Ketua Departemen berdasarkan pembagian tugas padea hidang-bidang-

tertentu; -

| f. Unsur Pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat waijib terdiri atas 30%

perampuan;
4. Pembagian tugas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana dimaksud --—

pada ayat (3) terdiri atas bidang Internal dan Eksternal meliputi © —————

1. Badan Pengembangan Crganisasi dan Keanggotaan; -
L= 7we
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| 13,
. i
' 17,

18.

‘ 5. Jumlah Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat terlebih dahulu-

. Badan Penelltian dan Pengembangzan;
. Badan Pendidikan, Agama dan Kebudayaan;
. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi

. Badan Politik, Pertahanan dan Keamanan;

9. Badan Penangqulangan Bencana;

11.

12

14.

16.

. Badan Perkaderan; =

. Badan Pemenangan Pemilu Nasianal; e

. Badan Konservasl dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam Energl dan-—

Lingkungan Hidup; - -

. Badan Perigembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah-—

(UMKM); =

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; —-

Badan Pengembangan Pemuda dan Olahraga;

Badan Pengembangan Buruh, Tani dan Nelayan;

Badan Pemberdayaan Organisasi Mitra dan Organisas| Otonom (BMQ);

Badan Sistem Informasi dan Komunikasi Partai;

Badan Saksi Nastonal;

Badan Luar Negeri;

Badan Industri Perdagangan.

| dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Penasihat Partai, untuk Dewan ——-

masing-masing;

Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Daerah disesualkan daerah ——-

[ 6. Unsur pimpinan dl tingkat Dewan Pimpinan Pusat adalah pengurus harian
dan Ketua Departemen berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidang

|_tertentu sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan Pimpinan Pusat,

——
- FE -
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r;it_amhah Pembina Wilayah (PANWIL) sebagal sarana koordinasi struktura

Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan ----

Pimpinan Daerah; - =
. Unsur pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah adalah pengurus--—

harian sebanyak-banyaknya berjumlah 35 (tgapuluh lima) dan Ketua-—--

biro berdasarkan pembaglan tugas pada bidang-bidang -
tertentu sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan Pimpinan Pusat,

ditambah Pembina Daerah (PANDA) sebagai sarana koordinasi struktural -

Dewan Pimpinan Wilayah dengan Dewan Pimpinan Daerah;

+ Unsur pimpinan di tingkat Dewan FF]I"TI"'Iplnan Daerah adalah pengurus
harian sebanyak-banyaknya berjlimiah 25 (duapuluh lima) dan Ketua---—
bagian berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidang tertentu -—-——
sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan Pimpinan Wilayah, ——-

ditambah Pembina Cabang (PANCAB) sebagal sarana koordinasi struktural

Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Pimpinan Cabang;
- Unsur pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang adalah pengurus ---—--

harian dan Ketua seksi berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidzang

tertentu sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan Pimpinan
Daerah, ditambah Pembina Ranting (PANRAN) sebagai sarana koordinasi -

Struktural Dewan Pimpinan Cabang dengan Dewan Pimpinan Ranting; -—

0. Unsur pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Ranting adalah pengurus——

harian dan Ketua unit berdasarkan pembagian tugas pada hidang-hidang-

tertentu sebagaimana struktur pembldangan pada Dewan Pimpinan

Cabang, ditambah Pembina Rayon (PANYON) sebagai sarana koordinasi —

struktural Dewan Pimpinan Ranting dengan Dewan Pimpinan Rayon dan--

Subrayon;

‘-""'--.._______ -.?.Ij.
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11. Unsur pimpinan di tingkat Pimpinan Rayon dar Subrayon adalah ————--
pengurus harian dan Ketua sub unit berdasarkan pembagian tugas pada--

bidang-bidang tertentu sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan -

Pimpinan Ranting; ———— N
12, Unsur pimpinan di tingkat Pimpinan Perwakilan Luar Negeri adalah ~—--—--
pengurus harian dan Katua biro berdasarkan pembagian tugas pada —~—---

bidang-bidang tertentu sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan -

Pimpinan Pusat; e ===
13. Dalam pengelolaan Partai, Dewan Pimpinan Partai dapat membentuk —--

panitia kerja atau komite aksi yang bersifat a¢ foc dalam kegiatan -—-—---

tertentu;

14. Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah dapat—=--——-——
| mengusulkan pengangkatan Ketua Pelaksana Harian sesual kebutuhan -—
dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan program kerja Partai; -—--
15, Ketentuan tentang Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Kepengurusan --—

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). (8), (9),-

(10), (12, (13) dan ayat (14) diatur lebih lanjut dalém Peraturan Partal,--

----- Pasal 49 -—

Panggantian Pengurus

1. Pada Prinsipnya penggantian pengurus Partal di semua tingkatans-—-ss-----

dilaksanakan lima tahun sekall; - -
| 2. Penggantian pengurus dilaksanakan dalam permusyawaratan dan -———--

dilakukan serah jabatan pada akhir acara permusyawaratan dengan ——

dilengkapi berita acara;

3. Pengurus dewan pimpinan Partai, Majelis Penasihat Parlai, dan Mahkamah

Partal karena hal-hal tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat-
'--_.___________
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diganti, kecuall Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Majelis -———

Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Mahkamah Partal; —--

4. Penggantian pengurus kareng hal-hai tertentu yang dapat
dipertanggunagjawabkan, diberhentikan, mengundurkan dirl, tidak aktif dar
atau berhalangan tetap dengan alasan tertertu ditetapkarn dalam -

penggantian antar waktu setelah terlebib dahulu diputuskan penetapan -—

jabatan lowong dalam Rapat Pleno; ——--—- S

5. Pergisian jabatan kosong dan penggantian antar waktu pengurus

ditetapkan oleh Dewan Rirmnpinan Partai untuk selanjutnya diterbitkan Surat

Keputusan penggantian pengurus aﬁmr waktis;
J 6. Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan tetap, meninggal dunia,———--—
diberhentikan dalam masa satu tahun sebelum pemilu dilaksanakan sepert

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka Ketua/ wakil Ketua ditetapkan

sebagal Ketua Umumy/Ketua dalam rapat paripurna dan bekerja sampai -

| masa jabatan berakhir; -
J 7. Ketentuan tentang penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada —

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam

‘ Peraturan Partai. =

----- BAB XI

-———BADAN PARTAI, LEMBAGA PARTAI, ORGANISAST OTONOM, DAN ——

RANGKAP JABATAN

Pasal 50 —

Badan Partai

1, Badan Partai wajib menyampaikan laporen hasil kegiatan secara tertulis —
|
| dan berkala setiap tahun kepada Dewan Pimpinan Partai sesual--—-——-—-—

tingkatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja; —--—————-—

« Bl



”:!./I{:tua Badan Partai dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai di—

|

tingkatannya; S -

. Ketua Badan Partai berwenang menyusun, menetapkan dan mengubah —-

komposisi, struktur dan personalia Badan Partal dengan berkoordinas)-—-

dengan Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya;

. Komposisi, struktur dan personalla badan Partal dilaporkan oleh Kepala ---

Badan Partai kepada Dewan Pimpinan Partai sesual ingkatannya; ——-—

. Masa bakti kepengurusan badan-badan Partai barakhir bersamaan dengan

masa bakti Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya;

. Setiap Badan Partai harus sudah terbentuk selambat-tambatnya 1 (satu)--

bulan setelah Permusyawaratan.

Pasal 51

2.

|

—Lembaga Partai

. Lembaga Partal merupakan institusi yang mempunyal kedudukan mandiri,

berhak mengatur dan mengelola sendiri kerja lembaga berdasarkan -——-—
ketentuan ‘Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; ——-——--=---=--=

Lembaga Partai berfungsi melakukan optimalisasi kerja-kerja Partai melalui

koordinasl, integrasi, dan sinkronisasi dalam perencanaan,

pendorganisasian dan palaksanaan tugas, kegiatan dan program quna —

mencapai tjuan Partai; -

- Lembaga Partal memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: —

a. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi bidang-bidang kegiatar
dan program kerja tertentu sesuai dengan kebijakan Partai, Anggaran--
dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, —

keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan-

Partal lainnya sesual Peraturan Partal; .
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mellakukan pengolahan data, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar -

pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan dan -

kebijakan-kebijakan Partal; --- -- s Soes

c. Melakukan komunikasi, sosialisast informasi dan edukasi kepada-——-—--—

‘ kanstituen dan masyarakat luas tenta ng kebijakan-kebijakan Partai; —--
[ d. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Anggaran Dasar --
]

dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, keputusan Rapat----

Kerja Nasional, dan keputusan Partai Lainnya sesuai Peraturan Partal.—

4. Lermbaga Partal mencarminkan fungsi: — p-—

a. Konsolidasi infrastruktur Partai dan penggalangan massa; ————--—-—

b. Pemenangan Pemilu dan peningkatan citra Partai: - —-

¢. Artikulasi dan pengawasan terhadap Pemerintzhan. -

J 3. Setlap Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang langsung bertanggung

jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu sekretaris dan bendahara; —

‘ 6. Ketentuan tentang Lembaga Partai sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam ——

Peraturan Partai. - <7

-Pasal 52

1. Lembaga Partal terdini dari :

a. Dewan Kehormatan; - .

b. Dewan pakar; —

c. Dewan Instruktur Perkaderan Nasional;

d. SIMPATTK;

c. PANWIL, PANDA, PANCAB, dan PANRAN; :

d. Organ lain vang dibentuk sesuai kebutuhan Partai,

Lz. Lembaga Partal di setiap tingkatan Dewan Pimpinan Partai menyesualkan

“!q._.__‘_
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S s
’ Dengan struktur lembaga Partai pada Dewan Pimpinan Pusat;-—---———-—--—

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih

} lanjut dalam Peraturan Partal. e

| -~ -—--Pasal 53 - -~

- Dewan Kehormatan .
1. Dewan Kehormatan adalah lembaga Partal sebagai badan khusus yang ---
' menangani persoalan etika kader dan pengurus Partai, berhak mengatur -

dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan Angagaran —---

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

2. Dewan Kehormatan berfungsi membantu Dewan Pimpinan Partal--—-—-—--

melakukan supervisi dan konsultasi dengan Majelis Penasihat Partal dalam

menandan! promaosl, penilaian, pengawasan dan penempatan kader di -——-

| Jabatan politik; -
l 3. Dewan Kehormatan memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk :

a. Melakukan penilzian dan pengawasan dalam penempatar kader dj—-—

jabatan politik; -

b. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kader yang ditugaskan ——

T T - -

c. Melakukan penilaian, dan rekomendasi tindakan terhadap pelanggaran

etika dan penyalahgunaan jabatan;

d. Melakukan tindakan lain sesual kewenangan yang di atur dalam
kebijakan Partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumat Tangga,—--—-
keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja-——-

Nasional, dan keputusan-keputusan Partai lainiya sesuai peraturan —--

Partal.

wuan kehormatan dipimpin oleh seorang Ketua yang langsung ——---——

!ﬂqd—



bertanggung jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu oleh 1 {satu) —-

sekertaris dan 9 (sembllan) orang anggota; = e
5. Ketentuan tentang Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam praturan -

Partal. -~ -- SO - :

—Pasal 54 ———-

-=-----—-~ Dewan Pakar --—-- —=e

| 1. Dewan Pakar adalah lembaga Partal sebagai badan khusus yang —-—--——
mempunyai kedudukan mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri -

?
unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggara Dasar dan Angaaran Rumah

J Tangaa;
l 2. Dewan Pakar berfungsi membantu dewan pimpinan Partai melakukan --—
supervisi, akselerasi, dinamisasi, dan optimalisasi kerja-kerja Partai dalam

perencanaan, pengorganisasian dan palaksanaan tugas, kegiatan dan-——

pragram Partal di bidang-bidang ertentu guna mencapal tujuan Parai; —-
{ 3. Dewan Pakar memillkl tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk: -—-
| ! a. Melakukan supervisi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada bidang
Kegiatan dan program tertentu sesuai dengan kebijakan Partal,~—--—-
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan -

Kongres, keputusan-keputusan. Rapat Kerja Masional, dan keputusan-

keputusan Partal lainnya sesual Peraturan Partai; e

b. Melakukan supervisi, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi sebagai

dasar pertimbangan dan rekomendas tarhadap pengambilan keputusan

dan kebijakan-kebijakan Partai pada bidang-bidang tertentu;

@ukan komunikasi, sosialisasi informasi dan edukasi kepada-
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-—-"._._-----
| Konstituen dan masyarakat |uas tentang kebijakan-kebijakan Partal —

J pada bidang-bidang tertenty; —————-
' d. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasa
dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres,——--—

keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan

Partai Lainnya sesual Peraturan Partai.
4. Dewan Pakar dipimpin oleh seorang ketua yang langsung bertanggung—-

jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu aleh 1 (satu) sekretars dan 9

[ (Sembitan) orang anggota;
3. Ketentuan tentang Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -—

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

---Pasal 55 —--——

--=rm=-—-———o Dawan Instruktur Pengkaderan Nasional - -

1. Dewan Instruktur Perkaderan Nasional adalah unsur lembaga Partai —-—
sebagai badan khusus yang menangani instruktur Perkaderan Partai, —-—
mempunyal kedudukan mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri -

upit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran -———-—

Rumah Tangga; -

2. Dewan Instruktur Perkaderan Nasional berfunasi membantu dewan—-—
pimpinan Partai melakukan supervisi, akselerasi, dinamisasi dan
optimalisasi kerja-kerja Partal dalam perencanaan, pengorganisasian dan-

pelaksanaan tugas, keglatan dan program Partal dibidang kaderisas)----—-

kepemimpinan Partal guna mencapai tujuan Partal;

3. Dewan Instruktur Perkaderan Nasional memillki tugas, wewenang dan —-
|

tanggung jawab untuk: <M

a. Melakukan supervisi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada bidang

“--q_-‘_‘_--‘""'v—‘
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kegiatan dan program kaderisasi kepemimpinan Partal yang berkaltan’
Instruktur perkaderan sesual dengan kebijakan Partdl, Anggaran Dasar
dan Anggaran Rurmnah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, ———-—-

keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan---—————--

keputusan Partal lainnya sesuai Peraturan Partai; e
I b. Melakukan supervisi, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi sebaga

dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan

dan kebijakan-kebijakan Partai pada kaderisasi kepemimpinan Partai; —

I ¢. Melakukan kornunikasl, sosialisasl informasi dan edukasi kepada

‘ konstituen dan masyarakat luas té'zntang kebijakan-kebijakan Partai padz

| bidang kaderisasi kepemimpinan Partal; -—
/ d. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan cleh Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tanagga, keputusan-keputusan Kongres, —-——-

keputusan-keputusan Rapat Kerja Naslonal, dan keputusan-keputusan -

, Parial lainnya sesual dengan Peraturan Partal,

4. Dewan Instruktur Perkaderan Nasional dipimpin oleh szorang Ketua yvang

J
langsung bertanggung jawab kepada Ketua Umum depgan dibantu oleh 1

(satil) sekretaris dan 9 (sembilan) orang anggota;

[ 5. Ketentuan tentang Dewan Instruktur Perkaderan Nasional sebagaimana —

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut

dalam Peraturan Partal. —
|

Pasal 56

Sistern Pengamanan Taktjs Kegiatan

(SIMPATIK) -—

1. Sistem Pengamanan Taktis Kegiatan (SIMPATIK) adalah lembaga Partai—

Lsatuan tugas khusus yang mempunyal kedudukan mandiri, berhak ~——

"'\-..—H\-‘-_“-
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mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan-—-

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -

‘ 2. SIMPATIK berfungsi membantu dewan pimpinan Partal melakukan --—-——
supervisi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja Partal dalam -
perencanaan, pengorganisasian, dan pengamanan pelaksanasn tugas, ----

kegiatan dan prearam Partal di bidang-bidang tertentu guna mencapai----

tujuan Partal; -— —

3. SIMPATIK memiliki tugas, wewenang dan targgung jawab untuk : -

’ a. Melakukan koordinasi, Integrasi, dan sinkronisasi pengamanan bidang--
kegiatan dan program tertentu sesuai dengan kebijakan Partal, ———-—
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan —

kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-

keputusan Partai lainnya sesual Peraturan Partai; - -

{ b. Melakukan tindakan pengamanan, pengolahan data, monitering, dan—

evaluasl sebagal dasar pertimbangan dan rekomendasl terhadap

pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan Partai pada bidang——

bidang tertentu;

I c. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Ahggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, ——-—-

keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan -

Partai lainnya sesual Peraturan Partai. S —
4. SIMPATIK dipimpin cleh seorang Komandan yang langsung bertanggung -

jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu oleh satu orang Kepala Staf--

dan tujuh orang asisten :

a. Asjsten I bidang intelijen dan pengamanan; -

b. Asisten II bidang cperasi; —=—--srmmme———eee

T
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c. Asisten III bidang personalia; -—————————eo i

d. Asisten TV bidang logistik; -—---- e

e. Asisten V bidang hubungan masyarakat; ————-——————— .

f. Asisten VI bidang penelitian dan pengembangan; ==

| 9. Asisten VI bidang keputrian. i .
5. Ketentuan tentang SIMPATIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ~—--

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Pasal 57 —

e e Pembing Wilayah (PANWIL):

| 1. Pembina Wilayah (PANWIL) adalah unsur lembaga Partai sebadai unit kerjz
khusus yang membantu Dewan Pimpinan Pusat melakukan konsolidas) -
secara struktural dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan -

Daerah berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah--—

Tangga; - -

2. Pembina Wilayah (PANWIL) berfungsi membantu Dewan Pimpinan Pusat -
melakukan supervisi, koordinasi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisas| —-
kerja-kerja Partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan

tugas, keglatan dam program Partai di bidang-bidang tertentu quna ——-

mencapai tujuan Partal;

3. Pembina Wilayah (PANWIL) memiliki tugas, wewenang, dan tanggung —--

jawab untuk ;
a. Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan Parta
di tingkat wilayah dan daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat; --—-— =

b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja Partai -

wilayah dan daerah;

¢. Memberikan laporan cian masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat ——-—

“\\ = {3
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‘ terhadap masalah-masalah wilayah dan daerah. -

II 4. Pembina Wilayah (PANWIL) ditentukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan

Pusat (DPP) dengan kompasisi sebagai berikut @ —----me e

a. Ketua dan Sekretaris PANWIL berasal darl Dewan Pimpinan Pusat (DPP),

b. Anggota PANWIL terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), —

anggota Majelis Penasihat Partai (MPP DPP) PAN dan Anggota Legisiatif

dari PAN;
' c. Ketua dan Sekretaris PANWIL memimpin dan membagi kerfa di antara -

anggota-anagotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan

tanggung jawabnya. .

5. Ketentuan tentang Pembina Wilayah sebagaimana yang dimaksud pada-—

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur leblh lanjut dalam

Peraturan Partal.

Pasal 58

Pembina Daerah (PANDA)
1. Pembina Daerah (PANDA) adalah unsur lembaga Partai sebagai unit kerja
Khusus yang membantu Dewan Pimpinan Wilayah melakukan konsolidasi -

secara struktural dengan Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan ketentuan

Anggaran Dasar dan Anggaren Rumah Tangga;

2. Pembina Daerah (PANDA) berfungsi membantu Dewan Pimpinan Wilayah-

melakukan supervisi, koordinasi, akselerasi, dinamisas| dan optimalisasi—
kerja-kerja Partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan

tugas, kegiatan dan program Partai di bidang-bidang tertentu guna —--—--

| mencapai tujuan Partai; )

‘ 3. Pembina Daerah (PANDA) memiilki tugas, wewenang dan tanggung jawab

‘ untuk :
."-—-—..__________‘
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] a. Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan Parta:
' di tingkat daerah dan cabang dengan Dewan Pimpinan Wilayah; ———

f b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja Partai o

dagrah dan cabang; - s

[ ¢. Memberikan laporan dan masukan &epada Dewan Pimpinan Wilayah----

! terhadap masalah-masalah daerah dan cabang; -

4. Pembina Daerah (PANDA) ditentukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan --

Wilayah (DPW) dengan komposis sebagai berikut :

a. Ketua dan Sekretaris PANDA berasal dari Dewan Pimpinan Wilayah --—-

(DPW); -

‘ b. Anggata PANDA terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW),

anggota Majelis Penasinat Partal Wilayah (MPP DPW) PAN dan Anggota

Legislatif dari PAN; =
} C. Ketua dan Sekretaris PANDA memimpin dan membagi kerja di antara—-

anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan

tanggung jawabnya.
5. Ketentuan tentang Pembina Daerah sebagaimana diatur pada ayat (1), —

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partal.

-- Pasal 59 -

- Pembina Cabang (PANCAB) — -
1. Pembina Cabang (PANCAB) adalah unsur lembaga Partal sebagai unit kerja
khusus yang membantu Pimpinan Daerah melakukan konsolidasi secara —

struktural dengan Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan ketentuyan -——--

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

2. Pembina Cabang (PANCAB) berfungsi membantu Dewan Pimpinan Dasrah

melakukan supervisl, koordinasi, akselerasi, dinamisasl dan optimalisasi—

“-hh___\ 9.
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kerja-kerja Partal dalam perencanzan, pengorganisasian dan pelaksanaan

tugas, kegiatan dan program Partai di bidang-bidana tertentu guna

mencapal tujuan Partai;

’ 3. Pembina Cabang (PANCAB) memilikl tugas, wewenang dan tanggung——

jawab untuk :

a. Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antarz pimpinan Partai
‘ di tingkat cabang dan ranting dengan Dewan Pimpinan Daerah; —-——

b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja Partai di

cabang dan ranting;

¢. Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Daerah -—

tarhadap masalah-masalah cabang dan ranting. -

4. Pembina Cabang (PANCAB) ditentukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan

Daerah (DPD) dengan komposisi sebagal berikut : - —

a. Ketua dan Sekretaris PANCAB berasal dari Dewan Pimpinan Daerah——

(DPDY); -

b. Anggota PANCAB terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD),
anggota Majelis Penasihat Partal Daerah (MPP DPD) PAN dan Anggota-

Legislatif darl PAN, e
1 c. Ketua dan Sekretarls PANCAB memimpin dan membagi kerja di antara -

anggota-anggotanya dalam melaksanakan furgsi, tugas, wewenang dan

tanggung jawabnya. -

5. Ketantuan tentang Pembina Cabang sebagaimana yang dimaksud pada -

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan avat (4) diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Partal.

Pasal 60

Pembina Ranting (PANRAN)

- a0



";mhina Ranting (PANRAN) adalah unsur lembaga Partai sebagai unit kerjz
khusus yang membantu Dewan Pimpinan Cabang melakukan konsolidasi -

secara struktural dengan Dewan Pimpinan Ranting berdasarkan ketentuan

| Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangaa; =
| 2. Pembina Ranting (PANRAN) berfungs! membantu Dewan Pimpinan Cabang
melakukan supervisi, koordinasi, akseleras!, dinamisasi dan optimalisas| -~
kerja-kerja Partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan

tugas, kegiatan dan program Partai di bidang-bidang tertentu guna --——

mencapai tujuan Partai;

‘ 3. Pembina Ranting (PANRAN) memiliki tugas, wewenang dan tanggung -—-

jawab untuk : -

. Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan Parta

di tingkat ranting dan rayan dengan Dewan Pimpinan Cabana;

b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja Partai di

[ ranting dan rayon;

‘ c. Memberikanlaporan dan masikan kepada Dewan Pimpinan Cabang —

terhadaprmasalah-masalah ranting dan rayon.

4. Pembiria Ranting (PANRAN) ditentukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan

J Cabang (DPC) dengan komposisi sebagal berikut :

| 3. Ketua dan Sekretaris PANRAN berasal dari Dewan Pimpinan Cabang —

| (o Po—

| b. Anggota PANRAN terdir| atas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC),

anggota Majelis Penasihat Partai Cabang (MPP DPC) PAN dan Anggota-

Legislatif darl PAN;

C. Ketua dan Sekretaris PANRAN memimpin dan membagi kerja di antara-

anggota-anggotanya dalam melaksanakan funasi, tugas, wewenana dan
—

+ by -



5.

tanggung jawabnya. --- -
Ketentuan tentang Pembina Ranting sebagaimana yang dimaksud pada—

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam —---—--

Peraturan Partal. =

—e Pasal 61 -

- Pembina Rayon dan Subrayon (PANYON)

. Pembina Rayen dan Subrayon (PANYON) adalah unsur lembaga Partai -—

sebagai unit kerja khusus yang membantu Dewan Pimpinan Ranting-——-
melakukan konsolidasl secara struktural dengan Pimpinan Rayon dan--—-

Subrayon berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah—

Tanagga; - = o

- Pembina Rayon dan Subrayon (PANYON) berfungsi membantu Dewan-—--

Pimpinan Ranting melakukan supervisi, koordinasi, akselerasi, dinamisasi -
dan optimalisasi kerja-kerja Partai dalam perencanaan, pengorganisasian-

dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program Partal di bidang-bidarg ==

tertentu glina mencapal tujuan Partal. ———em

. Pembing Rayon dan Subrayon (PANYON) memilik tugas, wewenang dan —

@angaung jawab untuk :
2. Merjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan Partal
di tingkat rayon dan Subrayon dengan Dewan Pimpinan Ranting;-—---—

b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja Partai di

rayon dan subrayon;

¢. Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Ranting—-

tarhadzp masalah-masalah rayon dan Subrayon.

l 4. Pembina Rayon dan Subrayon (PANYON) ditentukan oleh Rapat Pleng-—-

—



. a—

(.Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) dengan komposisi sebagai berikut

a. Ketua dan Sekretaris PANYON berasal darl Dewan Pimpinan Ranting—-

‘ (DPR); T =

I
| b. Anggota PANYON terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRE)

anggota Majelis Penasihat Partai Ranting (MPP DPRE) PAN dan Anggota

J
|
I Legislatif dari PAN; -
c. Ketua dan Sekretaris PANYON memimpin dan membagi kerfa di antara-

anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan

tenagung jawabnya.
5. Ketentuan tentang PANYON sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

| Fasal 62

----- — Organisasi Otonom ---
1. Organisasi Otonom adalah badan khusus yang mempunyai kedudukan —-
mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkar

ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Platform, Garis

Perjuangarydan kebijakan Partal;

2. Organisasi Otonom berfungsl membantu dewan pimpinan Partai melakukat

konsolidas|, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja Partal-—-—
dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan --

dan program Partal di bidang-bidang dan atau kelompok-kelompek ----—-—-

tertentu guna mencapal tujuan Partai;--

‘ 3. Organisasi Otanom memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk -
a. Melakukan Kkoordinasi, Integrasi, dan sinkronisasi pada kelompol

kelompok, bidang-bidang kegiatan dan program tertentu sesual dengan

Platform, Garis Perjuangan dan kebijakan Partal, Anggaran Dasar dan--

=
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| Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan

keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan Partaj——

lalnnya sesuai Peraturan Partai;
‘ b. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi kelompok —-
kelompok masyarakat melalui komunikasi, sosialisasi informasi dan -----

edukasl tentang kebijakan-kebijakan Partal pada bidang-bidang tertentu

c. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anagaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, ——--—-

keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan -

Partal lainnya sesuai Peraturan Partal.

4. Organisasi Otanom bisa dibentuk di setiap jenjang dewan pimpinan Parta

J berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;

5. Ketentuan tentang Organisasi Otonom diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Partai.

Pasal 63

Rangkap Jabatan
Secara struktural pengurus Partai dilarang merangkap jabatan dalam setiap -

jenjang kepengurusan, serta dengan jenjang kepengurusan di atas atau di —

bawahnya. -

BAB XII —

MAJELIS PENASIHAT PARTAI -==reeememmmsmrs e s mmmm s smamns

Pasal 64

1. Majelis Penasihat Partal (MPP) dibentuk di tingkat pusat dan disebut -——-
Majelis Penasilat Partal Pusat, di tingkat Provinsi disebut Majelis Penasihat

Partal Wilayah, di lingkat daerah disebut Majelis Penasehat Partal Daerah,

chi tingkat cabang disebut Majelis Penasihat Partal Cabang, di tingkat-----—

\ - 56-
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} ranting disebut Majelis Penasihat Partai Ranting; --—

' 2. Jumlah anggota Majelis Penasihat Partai di tingkat pusat terditi atas —-—-
sebanyak-banyaknya 30 (tigapuluh) orang, tingkat wilayah sebanyak ---—-
banyaknya 25 (duapuluh lima) orang, tingkat daerah sebanyak-baryaknya
20 (duapuluh) orang, lingkat cabang sebanyak-banyaknya 15 (limabelas)-

orang, tingkat ranting sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang; ——-——--

‘ 3. Kepengurusan Majelis Penasihat Partai terdir| atas Ketua, Wakil Ketua, --—

‘ Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota-anggota berdasarkar

Kebutuhan; -=-=--- - -

|
’ 4. Mekanisme kerja Majelis Penasihat Partai meliputi :-—-

’ a. Mekanisme pengambilan keputusan intarnal dapat dilakukan secara --—

, aklamasi atau voting;

! b. Mekanisme pengawasan kepada pimpinan Partal dapat dilakukan —--—

’ melalui: -

1) Surat tertulis kepada pimpinan Partal; -
2) Melalui pertemuan konsultasi yang rutin atau insidental atau melalul

rapat=fapat pimpinan atas permintaan pimpinan Badan dan disetujul

' oleh pimpinan Partai.
3. Seluruh aktivitas mejells dalam melaksanakan tugasnya menjadi tanggung
jawab dan memperoleh dukungan dari sekretariat pimpinan Partai; —-—--—

6. Masa bakti anggota Majelis Penasihat Partal sama dengan masa bakti —---

dewan pimpinan Partal; -

7. Ketentuan tentang Majelis Penasihat Partai sebagaimana yang dimaksud—-

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur -—

| lebih lanjut dalam Peraturan Partal. -

- ~BAB XIII -
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MAHKAMAH PARTAI

- Pasal 65

- Penyelesaian perselisinan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus

. Ketua Mahkamah Partal dipilih di Kongres; =

- Anggota Mahkamah Partai dipilih oleh Ketuz Mahkamah Partai terpilih, --—

Ketua Umum/Ketua Formatur terpillh, Ketua Majelis Penasihat Partal-—--—-

terpilih, dan Ketua Dewan Kehormatan;

- Mahkamah Partai (MP) berwenang untuk menyelesaikan perselisinan yang

Barkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak politik —-—-

angqota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan -———--—-—-

kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan atau keberatan --

terhadap keputusan Partai politik; -

diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak penerimaan berkas-

pengaduan atau gugatan; e

. Putusun Mahkamah Partai bersifat final den mengikat secara internal -

dalam hal'perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;--—

- Mahkamah Partai harus melaporkan hasil kerjanya di dalam Rakemas; -—

- Ketentuan tentang Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat —

(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan—

Partai. 5
BAB XTV -
—~FRAKSI
— Pasal 66 ——
1. Fraksi adalah perjuangan Partai di lembaga legislatif yang dibentuk oleh --

Dewan Pimpinan Partal atau sebagal fraksi gabungan dengan Partai lain --

sebagai mitra koalisl; o

H\-‘\'*-—-..



F;a;i mempunyai kedudukan semi atonom, berhak mengatur dan —-—-—

mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar —

dan Anggaran Rumah Tangga; .-
3. Fraksi berfungsi memperjuangkan dan mewujudkan kebifakan-kebijakan-
| Partal di Lembaga legislatif melalul akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi

program Partai di bidang-bidang tertentu guna mencapai tujuan Partai; —

|
4. Fraksl memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk ! s——eee

| a. Melakukan koordinasi, Integrasi, dan sinkronisasi pada bidang kegiatan

dan program tertentu sesuai dengan kebijakan Partai, Anggaran Dasar-

dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, -
keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan -

Partal lainnya sesuai Peraturan Partal untuk diperjuangkan di lembaga -

legislatif;
J b. Melakukan kansultasi, pengolahan data, laporan tertulis setiap masa —
sidang, monitoring, dan evaluasi sebagal dasar pertimbangan dan -——-

rekomendasi terhadap pengamblian keputusan dan kebljakan-kebijakan

Partai pata bidang-bidang tertentu;
) ¢. Melakukan komunikasi, sosialisasi informasi dah edukasi kepada-—-——
| konstituen dan masyarakat luas tentang kebijakan-kebijakan Partal -—--
pada bidang-bidang tertentu yang diperjuangkan di lernbaga legisiatif; -

J d. Khusus untuk Fraks! gabungan, melaksanakan kesepakatan —-— -
kesepakatan antar-Partal di lembaga legislatif setelah melaksanakan-—

| l koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pimpinan Partai; ~-——

| e. Melaksanakan kewenangan lainnya yanq diberikan cleh Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, —-—-—-—-
=
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keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan -

Partal lalnnya sesual Peraturan Partal.

5. Pimpinan fraksi DPR RI dibantuk dan ditetapkan oleh DPP; ————-——
6. Pimpinan fraksi tardiri atas seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang--
wakil Ketua, seorang sekretaris dan sekurang-kurangnya seorang wakil —-
sekretaris, bendahara dan sekurang-kurangnya seorang wakil bendahara;

7. Pimpinan dan anggota fraksi wajib tunduk, taat dan patuh kepada ~——---—

kebijakan dan ketentuan-ketentuan Partai; —-——-

| 8. Ketla fraksi PAN DPRD Provinsi ditetapkan oleh DPP, dengan -———-—-—

mempertimbanakan usulan DPW;

/ 9. Ketua fraksi PAN DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh DPP, dengan —

J mempertimbangkan usulan DPD; --
’ 10. Ketentuan tentang Fraksl sebagaimana dimaksud pad ayat (1), (2), (3), -

‘ (4), {'5}, (6), (7), (8), dan ayat (9), diatur leblh larjut dalam Peraturan —-

| ot -BAB XV

——meem—==- MEKANISME KERJA DAN HUBUNGAN KERJASAMA

£ -Pasal 67 -

Mekanisme Kerja

1. Keputusan dan kebijakan politik yang berpengaruh kepada masyarakat dar
Pemerintah yang akan ditetapkan oleh Fraksi di lembaga legislatif dan-——

kader di lembaga eksekutif dalam setiap tingkatan wajib melakukan -—---

koartinas| secara struktural dan fungsional untuk selanjutnya diproses --—

melalui mekanisme pengambilan keputusan di Partai;

[ 2, Fraksi PAN DPR RI waiib melakukan koordinasi dan kerjasama dengan -—

DPRD Propinsl dan DPRD Kabupaten/Kota; -

| 3. Dalam proses pembuatan kebljakan dan keputusan politik oleh Eksekutif--
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ms&mua tingkatan wajib melakukan koordinasi dengan Partai dan —

4

I

| &
K

Fraksi PAN dalam lembaga legislatif di semua tingkatan;
Dewan pimpinan Partal wajib melakukan evaluasi kinerja kader PAN di -—-

lembaga legisiatif dan eksekutif di semua tingkatan minimal 1 (satu) kall--

dalam 1 (satu) tahun; == IR
Dewan pimpinan Partai wajib melakukan monitoring terhadap kinerja kade

PAN di lermbaga legislatif dan eksekutif di semua tingkatan minimal 2 (dua)

kali dafam 1 (satu) tahun; - —
Kader PAN di lembaga legislatif dan eksekutif darl semua tingkatan wajib-

Membuat laporan kinerja 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun diakhir tahun-

dngaaran;
Ketentuan tentang Mekanisme Kerfa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Partal. - -

Pasal 68

L

2.

Hubungan dan Kerjasama dengan Partai Politik Lain
Dewan pimpinan Partai dapat menjalin hubungan dan keriasama dengan -

Fartal politik lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka —-—---—-—--

memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat;
Hubungan dan kerjasama dengan Partal politik lain diwujudkan dalam——
bentuk koalisi untuk kepentingan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, -
Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, —
atau Walikata dan Wakil Walikota, atau untuk kepentingan pemilihan -—-

pimpinan DPR/DPRD dan atau Fraksi Gabungan di DPRD Pravinsi dan atau

| DPRD Kabupaten/Kota; -

3

Ketentuan mengenai hubungan dan kerjasama dengan Partai politik lain -

"\—u.._\_\_-.-‘.
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam suatu ——

perjanjian atau nota kesepakatanuntuk waktu tertentu dan ditetapkan —-

dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;
4. Ketentuan tentang Hubungan dan Kerjasama dengan Partai Politik lain—-

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur -

lebih lanjut dalam Peraturan Partal. S

Pasal 69
e Hubungan dan Kerjasama denaan Organisasi Kemasyarakatan ——-
1. Dewan pimpinan Partal dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan -

oruanisasl kemasyarakatan yang membantu dan mendukung perjuangan -

Partai;
2. Hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan diwujudkan
dalam bentuk penghimpunan aspirasi dan pengaduan masyarekat guna---

disalurkan dan diperjuangkan oleh Partal, dan atau kegiatan bersama yang

mendukung perjuangan Partai;

3. Ketentuan mengenai hubungan dan kerjasama dengan organisasi -——-—-—--
kemasydrakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam suatu perjanjlan atau nota kesepakatan untuk waktu tertentu dan -

ditetapkan dalam Surat Keputasan Dewan Pimpinan Pusat; ——————--

4, Ketentuan tentang Hubungan dan Kerjasama dengan Organisasi—-———

Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partal.

Pasal 70
-Hubungan dan Kerjasama dengan Organisasl, Lembaga dan Badan Lainnya
1, Dewan pimpinan Partal dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan -

organisasl, lembaga dan badan lain yang membantu dan mendukung-—--
‘—-—_________-_
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' | perjiangan Partal e eeione R

2. Hubungan dan kerjasama dengan organisasi, lembaga dan badan lainnya-
diwuiudkan dalam bentuk penghimpunan asplres! dan pengaduan--—--—---

masyarakal gana disalurkan dan diperjuangkan oleh Partal, dan atau ~—---

kegiatan bersama yang mendukung perjuangan Partai;

| 3. Ketentuan mengenai hubungan dan kerjasama denaan organisasl, lembags
| dan badan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) —
diatur dalam suatu perjanjian atau nota kesepakatan untuk waktu tertentu

dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat; —=———-—

4. Ketentuan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Hubungan-

dan Kerjasama dengan Organisasi, Lembaga dan Badan lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih -

lanjut dalam Peraturan Pamtal, —-———se—e e

BAB XVI

PENEMPATAN KADER

- Pasal 71

s——Penempatan Kader di Kepengurusan

| 1. Penempatan Kader di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan —

oleh Ketua Umum, Ketua Majelis Penasihat Partai, dan anggota formatur -

hasil kongres;

2. Penempatan kader di kepengurusan untuk jenjang Dewan Pimpinan ——

Wilayah;, Bewan Pimpinan Dzerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan

Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri

ditetapkan oleh Ketua terpilih, Ketua Majells Penasihat Partal terpilih———

bersama formatur hasil permusyawaratan;

3. Dalam hal pengisian jabatan Pengurus Harian harus memperhatikan kader

—
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Perempuan 30% di tingkat pusat dan wilayah, sedangkan di tingkat daerat

dan struktur dewan pimpinan Partal di bawahnya disesuaikan dengan —

KONGiSi SELEMPAL, ———— v ammrmmemsmees e

oo e Dagal 72 ===

- Penempatan anggota legislatif PAN dl jabatan pimpinan DPRD

Penempatan Pimpinan DPRD ———————ememmeeea .. -

. Penempatan anggota legislatif PAN di jabatan pimpinan DPRD Provinsi -—-

ditetapkan oleh DPP dengan mempertimbangkan usulan DPW: ===

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh DPP dengan mempertimbangkan DPD. -

----- Pasal 73

Penempatan Kader di Lembaga Legislatif ——--——a—-

P — . s

6.

|

- Dewan Pimpinan Partai berkewajiban melakukan evaluasi anggota

legistatif; —-

. Evaluasl anggota legisiatif terdiri atas evaluasi kinerja dan evaluasi-———

kontribusi ke Partai;

. Hasll evallasi anggota legislatif menjadi dasar penentuan pencalonan -

sebagai@nggota legisiatif dalam pemilu berikutnya;

. Bagl kader yang menjadi anggota legislatif dan terbukti tidak ——-—-———

melaksanakan kewajiban kontribusi atas laporan Bendahara serta aturan -

lain yang ditentukan oleh Partai, tidak diperkenankan lagi menjadi calon --

anggota legislatif pada pemilu berikutnya;

. Kader tidak diperkenankan menjadi calon anggota legislatif pada periode -

berikutnya jika terbukti melakiukan tindak pidana yang dinyatakan bersalah
oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; ——-——
Anggota legislatif yang tidak lagi memenuhi syarat sesual ketentuan —----

hukum dan perundang-undangan dilakukan penagantian antar waktu —

‘--.q_‘_\_-_\‘-\-“ ) tlH-
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berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan —-

| hasll pertimbangan dewan kehormatan; ———---==r=s=wrmsmmmmmm e

7. Ketentuan tentang Evaluasi Kader di Lembaga lLegislatif sebagalimana -—--

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

diatur lebib lanjut dalam Peraturan Partai;

o=t -—-Pasal 74

meeeee e eeee—Pgnempatan Kader di Lembaga Eksekutif -

1. Penempatan kader dan anggota di jabatan eksekutif dilakukan secara —

obyektif dan transparan dengan memperhatikan hasil pertimbangan Dewar

Kehormatan, dan diputuskan melalul Rapat Pleno Parlai;
2, Kader yang ditugaskan Partai di jabatan eksekutif yang dalam peraturan—
perundang-undangan dilarang rangkap jabatan sebagal anggota dan atau
pengurus Partal politik, diberhentikan sementara sebagai anggotz dan atal
pengurus berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;
3. Ketentuan tentang penempatan kader dan anggota di lembaga eksekutif -

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut-——-

dalam Peraturan Partai,-—--- =

== BAB XVII

PENCALONAN KEPALA PEMERINTAHAN -

Pasal 75

| 1. Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden yang diajukan -—

Partal dalam pemilihan presiden/wakil presiden ditetapkan dalam Rakernas

berdasarkan hasil Konvensi;
2. Penentuan calon gubernur dan/atau calon wakil gubemur ditetapkan oleh

Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah;

4. Penentuan calon bupati/walikota dan/atau calon wakll bupati/waki[-——--
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’ﬁum ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan —-—--

| bersama Dewan Pimpinan Daerah dar Dewan Pimpinan Wilayah; ————--

’ 5. Ketentuan tentang Pencalonan kepala Pemerintahan sebagaimana -

[ dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

- —-—-BAB XVILI --

- KEUANGAN

Pasal 76 .

Sumber Keuangan

1. luran anggota adalah iuran anggota Pzrtal yang dibayarkan rutin dan/atau

temporer yang dinimpun melalui rekening Dewan Pimpinan Partai; ——---

2. Besaran Iuran wajib anggota Partai ditetapkan oleh DPP;

3. Besaran Iuran wajib anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/iota -—

' diatur dalam Peraturan Partal; -
4. Sumbangan yang berasal dart perseorangan atau lembaga/perisahaan-—-

dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa harus sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
5. Bantuanikeuangan dari APBN/APBD dikelola, dipergunakan dan dilaporkan

secara terperinci sesuai format dan ketentuan perundang-undangan. ——

Pasal 77

Tata Kelola Keuangan Partai e

1. Keuangan Partai disusun dalam suatu Rancangan Anggaran Pendapatan --

dan belanja Partai (RAPBP) untuk janaka waktu 1 (satu) tahun;

2. RAPBP waiib disusun oleh Dewan Pimpinan Partai dan ditetapkan dalam --

Rapat Kerja;

3. APBP mengatur tentang pendapatan dan belarja keglatan Partal yang—-

membutuhkan pembiayaan dalam kapasitas tertentu; —--

—
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/:;e:;nja Partal terdiri dari pembiayaan penguatan infrastruktur Partal, —-

T
.
l_

pengeluaran rutin Dewan Pimpinan Partai dan pengeluaran implementasi-

program kerja Partal; --—--—-— =

Auditor Internal diturijuk pada rapat kerja satu ahun sebelum

pelaksanaan Permusyawaratan; e P
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum bertangungiawab
menerima dan mengelola Bantuan Keuangan dari APBN serta menyusun -

laporan pertanggungiawabannya sesual ketentuan perundang-undangan;

. Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPW/DPD bertangungjawab-———-——-—

menerima dan mengelold Bantuan Keuangan darl APBD serta menyusun-—

laporan pertanggungjawabannya sesual ketentuan perundang-undangan,

Pasal 78 Smemaa

L2

- Dewan Pimpinan Partal wajib menyusun Laporan Penerimaan dan

Laporan Keuangan Partai -

Pengeluaran Keuangan Partal sesuai standar laporan keuangan Partal -
Politik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; —-———-
Laporan Kepangan Dewan Pimpinan Partal disusun setlap tahun untuk —-

keperluan audit meliputi: Laporan Realisasi Anggaran Partal; Laporan —---

Neraca; dan Laporan Arus Kas;

. Laporan Keuangan Dewan Pimpinan Partai setiap 1 (satu) tahun anggaran

yang telah diaudit oleh akuntan publik diumumkan melalui Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partal Amanat Nasional: —-—

- Dewan Pimpinan Pusat wajily menyusun Laporan Pertanggung Jawaban -—-

Dana Bantuan Keuangan Partai setiap tahun dilaporkan kepada Negara —
€.q. Menteri Dalam Megeri Republik Indonesia dan di audit vleh Badan —

Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebagaimana diatur ——

x\\. _:L!}_



e
Fdalam ketentuan peraturan perundang-undangan; R

r 5. Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Dasrah wajlb menyusun —
Laparan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Keuangan Partai setiap --—
tahun dilaporkan kepada Pemerintah Daerah c.g. Kesbangpol dan Badan -

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai ketentuan Perundang --—-

-undangan. -—- e -t it

-BAB XIX —-

ATURAN PERALIHAN

Pasal /9

1. Kelengkapan personalid pengurus Dewan Pimpinan Pusat, anggeta Majells
Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat, dan angqota Mahkamah Partai, —

dilengkapi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harl setelah Kongres ———-

berakhir;

2. Bagi Pengurus yang belum mengikuti Perkaderan formal, diwajibkan —-—--

dalam waktu selama-lamanya & (enam) bulan wajib menglkuti Perkaderan

formal yang diadakan Partai;
3. Masa kefja Formatur berakhir setelah ditandatangani Surat Keputusan —-—

tentang Pengurus Harian oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;———

4. Kelengkapan personalia Pengururus Dewan —-
Pimpinan/Wilayah/Daerah/Cabang/ Ranting, Anggota Majelis Penasihat -—

Partai (MPP), dilengkapi selambat-lambatrya 30 (tigapuluh) hari setelah---

Musyawarah Wilayah/Daerah/Cabang/ Ranting berakhir;

5. Peraturan-peraturan yang menjabarkan ayat-ayat tertentu yang belum----
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, ditetapkan dalam-———-

Peraturan Organisasi dan/atau dalam Peraturan dan Ketentuan-ketentuan

Partai lainnya paling lambat pada waktu pelaksanaan Rakernas Pertama -

o
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setelah Kongres V PAN;

} 6. Dewan Pimpinan Partai pada setiap jenjang kepengurusan harus

melaksanakan Musyawarah Wiayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah -—

Cabang, dan Musyawarah Ranting sebagal tindak Janjut dari Kongres; ~—-—

‘ 7. Kepengurusan yang terbentuk akibat terjadinya pemekaran daerah akan-—

[ diatur oleh DPP;—————--- 2
J 8. Kepengurusan yang tarbentuk akibat terjadinya pemekaran daerah akan-

diatur lebih lanjut oleh DPP; e
' 9. Dewan Pimpinan Pusat diberikan kewenangan untuk menyempurnakan -—
dan membuat aturan-aturan Partal yang diperlukan yang diputuskan ———
dalam rapat harian Partal selama tidak bertentangan dengan Anggaran —-

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pergturan Partai dan mempunyal —-

kekuatan hukum mengikat, ————— e

BAB XX

PENLITUP -

—--Pasal 80

i1, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini—-

ditetapkan dalam Kongres PAN Ke-VI Tahun 2024 di Jakarta, tanggal 23 --

sampal dengan 24 Agustus 2024,
2, Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah —

Tangga dan Peraturan-peraturan Partai diatur lebih lanjut oleh Dewan ===

Pimpinan Pusat.

-Dar| semua hal tersebut diatas dibuatlah akta inl untuk dapat dipergunakan

sebagal mestinya.

wmmmmmenma e ne e DEMIKIAN AKTA INI e
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1,

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada harl dan tanggal tersebut pada--—

bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : - - -

Tuan EPRAEM AGUSTA, Szrfana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal-
01-10-1985 (satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -
bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Rambutan 4 blok G nomor 469,--
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Desa Jatimulya, Kecamatan—-

Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Perduglk -—-—--se-smeaeee

nomor : 3175070110850013; ioe

. Nona MICHELLE HANA ANDRADIJADI, Sarjana Hukum, lahir di Batam,

Pada tanggal 15-02-2000 (limabelas Februari duaribu), Swastz, Warga -
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Batam, Taman Duta Mas----
Cluster T Oriental nomor 11, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, —

Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomar @ 2171105502009003;

-Keduanya pegawai kantor Notaris dan untuk sementara berada df —--——-

Jakarta, sébagai saksi-saksi. v

-Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap, -—-

saksi-saksi, maka akta inl ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi-—---

dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan - =
;""‘“‘--..

—
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-Minuta Akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurma. ==——-—

|_-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya, -—---------—m

e,

Notarls di Jakarta
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